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|. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisais se
ekspansi usaha yang signifikan dan didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik.
Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab
perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin kompetitif. Hal tersebut
merupakan faktor utama yang mendasari keberhasilan suatu kegiatan usaha dalam
melakukan pengelolaan berbagai entitas bisnis. Dengan tata kelola perusaigaaiia

maka kepercayaan serta keyakinan seluruh nasabah dan para pemangku kepentingan
dapat semakin terpelihara dan meningkat.

Tata kelola perusahaan yang ideal juga harus didukung dengan berbagai unsur-
unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh manajemen bank, penerapan fungsi
kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen rasgko ya
optimal. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik senantiasapiier dalam
mendukung terciptanya infrastruktur usaha yang kokbdita kelola perusahaan yang
baik dirasakan semakin sangat penting seiring dengan meningkatnya resikodaisnis
berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Ketahanan dan keberlanjutan
usaha perusahaan dicapai melalui pertumbuhan usaha yang didukung oleh pengelolaan
resiko dan pengendalian internal yang baik sesuai dengan prinsip transparansi,
akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Dengan demikian
maka bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis ekonomi global. Dalam
setiap pengambilan keputusan bisnis pada dasarnya memiliki unsur ketidakpasgian ya

pada gilirannya akan menimbulkan berbagai resiko.

.1 Komitmen Terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT. BPR Indra Candra senantiasa berusaha untuk mengelola setiap resikoi mela
pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari prinsip-pri
dasar pelaksanaan dan penerapan GCG. Aktualisasi penerapan dan pelaksa@aan GC
sebagai bagian dari proses internal yang dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur
stakeholders yaitu: Dewan Komisaris, direksi, pejabat eksekutif, manajer dan kamyaw
Interaksi ini akan membentuk budaya kerja perusahaan yang positif dan akan
memberikan keunggulan komparatif terhadap daya saing bank serta menciptakan

intangible asset bagi perusahaan, yaitu kepercayaan nasabalstdkeholder di tengah
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kompetisi layanan perbankan. Nilai-nilai utama dari penerapan GCG terselbjadine
penggerak bagi perusahaan untuk melanjutkan dan menjaga praktik-praktik GCG sejalan
dengan kompleksitas usaha dan organisasi perusahaan.

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga harus selaras dengan
ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan sehingga dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan yang dapat merugikan seluruh
pemangku kepentingastékehol ders.

PT. BPR Indra Candra juga memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan
tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten sejalan dengan keyakinvartdia
kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan
lingkungan bisnis dan persaingannya, sekaligus mempertahankan keunggulan dan
perkembangan bank secara sehat dan berkesinambungan. Dengan semangat tinggi, PT.
BPR Indra Candra yakin akan selalu dapat meningkatkan kinerja usaha untuk
pertumbuhan jangka panjang, serta meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan

nasabah.
.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola

PT. BPR Indra Candra sebagai lembaga intermediasi harus memastikan ledimua s
bagian dalam perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang diperluka
untuk mencapai kesinambungan usaha bank dengan memperhatikan kepentingan
pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun prinsip-prinsip

GCG tersebut antara lain:

Prinsip GCG Keterangan

Keterbukaan/ a. Bank memberikan informasi tentang visi, misi, sasaratupkondisi keuangan,
Transparency susunan pengurus, pengelolaan resiko, sistem pengawasampehgendalian
intern.

b. Bank mengungkapke informas secar. tepa waktu memada jelas akura dar
dapat diperbandingkan, serta dapat diketahui oleh pilifskp yang
berkepentingan

c. Prinsig keterbukaa yanc diterapkal tetaf memperhatika rahasii bank rahasii
jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai ketentuan yang berlaku

d. Kebijakar bank harus tertulis dar dikomunikasika secar. intens kepadi pihak-
pihak yang berkepentingan atau yang berhak untuk memjrenolermasi atas
setiaj kebijakar yanc dikeluarkai olet perusahaa

Akuntabilitas/ a. Bank meyakin bahwse selurut bagiar dalan bank memiliki kompetens sesue

Accountability tugas dan tanggung jawabnya, dan secara sadar memahamnyzerdalam
implementasi GCG.

b. Bank memiliki ukurar kinerje dari semu;i jajarar berdasarke ukurar yanc
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Prinsip GCG Keterangan

disepakati, konsisten dengan nilai/budaya perusahaansagaran mutu bank.
c. Bank menetapka tangguni jawak yanc jelas dari masing-masin bagiar bank
yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran mutu dengartapkar kompetensi
kepadi bagiar tersebL sesue tangguni jawabny: masing-masini

Tanggung Jawab/| a. Bank berpegan era terhada prinsig kehati-hatia (prudential banking) sert:

Responsibility menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
b. Bank pedul terhada lingkunganny. dar melaksanake tanggun: jawak sosia
secar wajar
Independensi/ a. Bank tetay berusah untuk menghindz dari bentura kepentingar tidak
Independency terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari rd@inyang tidak

wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
b. Bank senantias mengamb keputusa secar. ohyektif dar beba dari segal
tekanal dar campu tangai pihak eksterne.

Kewajaran/ a. Bank senantiasa memperhatikstakeholders berdasarkan azas kesetaraan [dan

Fairness kewajaran.

b. Bank memberika kesempate kepad: stakeholders untuk memberika masuka
dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank.

c. Bank memperhatika hak-hal pemegan sahar dar memberika perlakual yanc
sama terhadap semua pemegang saham.

Penerapan GCG terwujud dari interaksi seluruh bagian perusahaan yangimeliput
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, direksi, manajeingsim
cabang, kepala bagian, kepala kas serta seluruh karyawan untuk menciptakan budaya
perusahaan yang berdasarkan pada kode etik, visi, misi dan sasaran mutu. é&omitm
diaktualisasikan perusahaan dengan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaangaik

diterbitkan oleh Bank Indonesia (Bl) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

|.3 Tata Kelola Perusahaan Sebagai Aspek StrategisKinerja

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan
masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelaladaran
lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksarrbkagaibe
kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonoraran sec
keseluruhan. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai
modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, memiliki sistem kelola
perusahaan yang baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan
yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara

likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itubanét
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harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapgan, y
pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-
hatian di bidang perbankan. Oleh sebab itu tata kelola yang baik mutlak diperlukan
sebagai bagian dari strategi bisnis bank dan diintegrasikan pada setiaprkegetanya

pada seluruh jenjang organisasi.

I.4 Implementasi Tata Kelola PT. BPR Indra Candra

Dalam prakteknya, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini perlogiiba

dan dikembangkan secara bertahap. PT. BPR Indra Candra berkomitmen untuk terus
menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan mengacu kepada
praktik-pratik dan standar terbaik tata kelola perusahaan di tingkat nasiongugkan
ketentuan POJK mengenai penerap&@ood Corporate Governance bagi Bank
Perkreditan Rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank memiliki tahaj@aketala

sebagai berikut:

Tahapan
TataKelola
Tahapan Prg a. Membangu awareness terhada penerapa GCC pad: selurut lini (dari top
Implementasi management hinggalevel paling bawah) melalui pelatihan/sosialisasi.
b. Menumbuhka komitmer manajeme dalan penerapa GCC secar. menyelurul
pada setiap lini organisasi.
Meningkatkal tangguni jawak setiay lini organisas untuk menjagi kepentinga
stakeholders.
. Meningkatkal buday: kepatuhar

Keterangan

@

Tahapan
Implementasi

Penyusune SOF yanc terkail dengal pelaksanas GCG
. Pemahame dar sosialisas tate kelole perusahaai
Melaksanaka penerapa tate kelole perusahac secar berkesinambunga

Tahapan
Monitoring
dan Evaluasi

Evaluas kinerje perusahaal

. Penyempurnas sistem kebijakar dar prosedu tate kelole perusahac .

Dalan rangk: menjagi dar mendukun kualitas penerapa GCC yan¢ baik, make
perlu dilakukan pelatihan dan sosialiasi yang dilakukaraseberkesinambungan atas
SOP, Juklak, dan ketentuan internal atau eksternal lajnsgta tata car
pelaksanaannya.

d. Melaksanake dar melakukal penilaiar sendir (self assessment) terhada
pelaksanaan GCG, serta penyusunan lapsslifiassessment pelaksanaan GCG.

copoowla

D
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|.5 Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan GCG di PT. BPR Indra
Candra

PT. BPR Indra Candra menerapkan praktdood Corporate Governance (GCG)
berpatokan kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April
2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10
Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Praktik-praktik terbaik di industri perbankan.
Peraturan-peraturan di atas tersebut menjadi landasan bagi bank terutama dala
penerapan prinsip transparansitrafsparency), akuntabilitas dccountability),
pertanggungjawaban responsibility), independensi ifdependency) dan kewajaran

(fairness) untuk setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.

|.6 Laporan Pelaksanaan Tata K elola Perusahaan (GCG)

Laporan pelaksanaan GCG ini meliputi transparansi struktur tata kelola, pkdaim
umum hasil self assessment pelaksanaan GCG di PT. BPR Indra Candra, serta
pengungkapan hal-hal penting lainnya yang diperlukan oleh siakeholder mengacu

kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan GCG bagi BPR.
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. KEBIJAKAN DAN STRUKTUR TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK

1.1 Kebijakan GCG

PT. BPR Indra Candra berkomitmen penuh menerapkan GCG di seluruh jenjang
organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait
pelaksanaan GCG yang diwujudkan dalam:
1. Pemenuhan komposisi direksi dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab
direksi
2. Pemenuhan komposisi Dewan Komisaris dan pelaksanaan tugas serta tanggung
jawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan (SPPK)
5. Penerapan fungsi audit internal (SKAI)
6. Penerapan fungsi audit ekstern
7. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian internal
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
9. Rencana Bisnis BPR
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank
11. Penetapan visi dan misi perusahaan
12. Melaksanakarself assessment atas penerapan GCG sesuai dengan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan no. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
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[1.2 Struktur Organisas

LOM-D4/04

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR INDRA CANDRA

rwizar srganamtini beviot e L B
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1.3 Struktur Tata Kelola Perusahaan

PT. BPR Indra Candra sebagai Perseroan Terbatas, Lembaga Keuangareksdigass
sebagai Bank Perkreditan Rakyat, menerapkan kerangka operasional tata ketpla ya
menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain undang-
undang Perseroan Terbatas, regulasi Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)uatetent
Anggaran Dasar Perusahaan, serta praktik terbaik nasional yang relevan.

Sesuai dengan Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
organ perusahaan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi yamygilikie
wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai fungsi masing-masing sebagaimana
diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk
dalam struktur tata kelola bank adalah :

1. RUPS
Dewan Komisaris
Direksi
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK)
APU dan PPT
Satuan Kerja Manajemen Resiko (SKMR)

N o g s~ w D
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1. PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN

[11.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di PT. BPR Indra
Candra yang memegang seluruh otoritas yang tidak dapat dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris ataupun direksi.

Kantor Pusat PT. BPR Indra Candra, JI. Pramuka No. 10. Singaraja. Selama2@17,
terdapat 3 (tiga) kali RUPS dengan hasil sebagai berikut:

Tanggal K eputusan

13 Januari 2017

a. Menerime pertanggungjawabi direks sesue dengal laporar tahunal yanc

. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun lalik whtviden sebesar

. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun lalik waidangan umum

. Menyetuju dar mengesahke Rencan Kerja Tahur 2017.
. Bahwe sejal tangga 1 Janual 2017 Handik Widiarte sudal tidak menjabs

. Bahwa sejak RUPS ini disahkan, Soegeng Notodihardjo gitan sebagal
. Bahwe sejal RUPS ini disahkar Luh Budiasit diangka sebageé Direktur
. Seger melaporka pengangkate Komisaris Independe dar Direktur Kepatuha

i. Komposisi susunan pengurus PT. BPR Indra Candra mergadigai berikut:

diserahkan dan menyetujui data finansial yang dituangkaland neraca dan
laporan laba-rugi.

Rp. 16.611.111.112,-. Pengambilan dividen setelah pofPH 10% menjadi
Rp/ 14.950.000.000,-. Dari nilai pengambilan dividen abrg Rp.
10.000.000.000,- digunakan untuk menambah komponen Mdoigktor
Perseroan sehingga sekarang menjadi Rp. 40.000.000.000,-

sebesar Rp. 2.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 8.0R0MW-. Hal ini telah
sesuai dengan aturan OJK yang menetapkan cadangan umumatnggbesar
20% dari Modal Disetor.

sebagai Komisaris di PT. BPR Indra Candra.
Komisaris Independen di PT. BPR Indra Candra.
Kepatuhan di PT. BPR Indra Candra.

ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali.

Dewan komisaris:

1. Komisaris Utama Fransisc Amelia Mulyadi
2. Komisaris Lanny Polehwidli

3. Komisaris Independer Soegen Notodihardic
Dewan Direksi:

1. Direktur Utama: Ketut Wiratjana

2. Direktur Operasiona Kadel Sri Wintari

3. Direktur Kepatuhar Luh Budiasit

20 Oktober 2017

. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu Lanny Pat#iwsebaga

. Menyetujui Pengangkatan Calon Komisaris Independeitttyin Hartoko.
. Segera diajukan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJ)ir3i Bali sesual

Komisaris per-31 Oktober 2017, sesuai POJK no. 20/POJR0A3/ dan SEOJHK
no.16/SEOJK.03/2015 tentang BPR.

aturar yanc berlaku
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Tanggal

d.

Keputusan

Jike di setuju dari OJK, make akar merubal Komposis Susuna Penguru PT.
BPR Indra Candra menjadi sebagai berikut :

Dewan komisaris:

1.Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi

2.Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo

3.Komisaris Independen: Erlyn Hartoko

Dewan Direksi:

1.Direktur Utama: Ketut Wiratjana

2.Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari

3.Direktul Kepatuhar Luh Budiasit

13 Desember 201]

o0 oW

. Menyetuju dar menetapka Remunera: untuk Dewar Komisaris

. Bahwe sejal tangga 1 Januat 2018 Ibu Lanny Polehwidh sudal tidak menjabe

. Komposis susuna penguru PT. BPR Indre Candri akar menjad sebage

Menerim: dar menyetuju Rencan Bisnis BPR untuk tahur 201¢ - 2022
Menyetuju dar menetapka Remunera: untuk Dewar Direksi

sebagai Komisaris di PT. BPR Indra Candra

Bahwe sejal RUPS LB ini disahkar lbu Erlyn Hartokc diangka sebage
Komisaris Independen di PT. BPR Indra Candra

Segera melaporkan pengangkatan Komisaris IndependerOtkeitas Jasa
Keuangan (OJK) Provinsi Bali

berikut
Dewan komisaris:
1.Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
2.Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo
3.Komisaris Independen: Erlyn Hartoko
Dewan Direksi:
1.Direktur Utama: Ketut Wiratjana
2.Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari
3.Direktur Kepatuhan Luh Budiasih

[11.2 Realisasi Keputusan RUPS

Seluruh hasil keputusan RUPS 2017 telah dilaksanakan oleh PT. BPR Indra Candra di

tahun 2017.

[11.3 Hak-Hak Para Pemegang Saham

Para pemegang saham PT. BPR Indra Candra memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui undangan yang

dikirimkan kepada seluruh pemegang saham.

Memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memperoleh informasi penting mengenai bank secara berkala yang

memungkinkan para pemegang saham membuat keputusan terkait dengan

investasinya di PT. BPR Indra Candra.
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4. Memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai dengan proporsi kepemilikan
saham. Hak-hak tersebut diatur dalam Anggaran Dasar sebagai langkah
untuk melindungi dan memfasilitasi terpenuhinya hak-hak para pemegang
saham PT. BPR Indra Candra.

[11.4 Perlakuan Setara K epada Para Pemegang Saham

PT. BPR Indra Candra senantiasa memberikan perlakuan yang setara kepaga se
pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Seluruh
pemegang saham memiliki kesempatan dan waktu yang sama dalam memperoleh
informasi penting dari PT. BPR Indra Candra serta hak yang sama untuk mieamberi
kesempatan bertanya dan menyampaikan pendapatnya dalam RUPS. Setiap pendapat
pemegang saham yang disampaikan dalam RUPS tercatat dalam hasil RUPSAlda

Notaris.

Selain itu, untuk melindungi hak-hak para pemangku kepentingakefiolder),
PT. BPR Indra Candra selalu menjaga hubungan yang harmonis dan saling

menguntungkan dengan seluruh pihak yang berkepentirstaket{older).

[11.5 Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan direksi dalam melaksanaka
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik

diwujudkan dalam penyusunan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan direksi.

[11.6 Dewan Komisaris

Sebagai wakil pemegang saham yang ditempatkan pada perusahaan, maka Dewan
Komisaris bertugas memberikan pengarahan kepada direksi dalam proses penyusunan
visi dan misi PT. BPR Indra Candra. Dewan Komisaris mengevaluasi dan tagnye

keputusan manajemen dan tindakan-tindakan strategis yang diusulkan oleh direksi,

memonitor praktek manajemen resiko, mengevaluasi dan menindaklanjuti teodiain a
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internal dan eksternal, menyetujui penyaluran kredit kepada pihak terkait, wmasiga

pelaksanaan GCG serta mengevaluasi kinerja direksi.

Komponen

Deskripsi Pekerjaan

Keterangan

Deskripsi pekerjaan memberikan informasi terkait:

1. Tujuar umurr jabata

2. Tugas dan tanggung jawab pemangku jabatan

3.Wewenan

4.Syara dar kompetens jabatal

5.Prosedt pencalona dar kompaosis

6.Pedoma umunr
Deskripsi pekerjaan Dewan Komisaris dievaluasi secar@gi&r dan direvisi
apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan peanatperundangar
undanga yanc berlaku

Susunan
Komisaris

Dewal

a. Sesuc denga Akta Perubaha no. 2 tangga 16 Janual 2017 olel notaris
Lazarus Birehina, SH., M.Kn.:
Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
Komisaris: Lanny Polehwidhi
Komisaris Independen: F.X. Soegeng Notodihardjo
. Sesuai dengan Akta Perubahan no. 3 tanggal 15 DesembeéroRH. notaris
Lazarus Birehina, SH., M.Kn.:
Komisaris Utama: Fransisca Amelia Mulyadi
Komisaris Independen: F.X. Soegeng Notodihardjo
Komisaris Independen: Erlyn Hartoko Hoo
. Selurul anggote Dewar Komisaric memiliki sertifikal kelulusalr yan¢ masit
berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi dan sudah mendagraetujuan da
Otoritas Jasi Keuanga Provins Bali-Nuse Tenggar

Pengangkatan

Masa Jabatan

da|

. Penggantia dan/ata pengangkate Dewar Komisari¢ telat memperole
persetujuan dari RUPS.

. Mast jabatal anggoti Dewar Komisaric sesue Anggarat Dasa adalal efektif
sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir padt RUPS
Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatan tersebut.

. Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapagldit kembal
oleh RUPS.

. Mast jabatar masing-masin anggot: dewar komisaris adalal sebagz berikut:

RUPS
13 Januari 2017

Masa Jabatan
2017 - 2022

Nama
Fransisca Amelia Mulyadi, M.S

Jabatan
Komisaris Utama

Persetujuan Bl / OJK
9 b007

Komisaris Independen

F.X. Soegeng Notodihardjo

Siar2017

13 Januari 2017

2017 - 2022

1
2
3 |Komisaris Independen

Erlyn Hartoko HOO

28 NovemBbt7

13 Desember 2017

2017 - 2022

Tujuan
Komisaris

Umum

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan ma@s umum maupu
manajemen resiko berdasarkan Anggaran Dasar dan AnggamralRTangga
perusahaan, mencakup konsep, fungsi penggerak, peratprasedural da
sisten.

Tujuan
Komisaris
Independe

Umum

a. Mengawas jalanny: perusahae denga memastika bahwe perusahae telaf
melakukan praktek-praktek transparansi, akuntabilifertanggungjawaba
independens dar kewajaral menuru ketentua yang berlaku

-

Tugas
Tanggung
Komisaris

dan
Jawal

. Membua konse} dar rencan. umun pengawase terhada kinerje direksi
mengarahkan dan memberikan nasehat atas segala rancaggnbéan
implementasi perusahaan ke arah pertumbuhan dan perkgetbaerusahaa
yang positif.

. Melakukar pengawase ata: 2 tingkatan

. Level Performance: Dewar komisaric memberika pengarahg dar petunjul
kepada direksi serta memberikan masukan dalam Rapat Umunedaeg

=)

Sahar (RUPS)
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Komponen

Keterangan

f. Level Conformance: Pelaksanac kegiatal pengawase pad: tahay selanjutny.
untuk memastikan nasehat telah dijalankan dan seluruhupenaperundang
undangan serta ketentuan Anggaran Dasar telah diimplesikab.

g. Melakukar pengawase ata¢ kebijakar mutL perusahae serté hubunganny
dengan sistem, mekanisme operasional, dan sumber dayaismanu

h. Melakukar penelitiar dar pengembang: yanc berhubunga dengal fungs
pengawasan.

i. Memberikan kemampuan profesional secara optimal bagpekingan
perusahaan.

j- Menciptakal suasan tenang damai dar enerijik di dalan perusahaa

k. Mengarahka selurul karyawai untuk bekerj: secar profesiona efisien dar
efektif.

I. Menyusun laporan Dewan Komisaris dan laporan perencayaag berkaitan
dengan kinerja perusahaan.

m. Memberikal nasehe kepadi direks melalu forum rapa bersam Dewar
Komisaris dan direksi atau melalui surat yang disampaikaars tertulis.

n. Mengikuti, mengawas perkembange kegiatal operasiona dar memberika
pendapat serta saran kepada RUPS mengenai setiap pefmasalang
dianggap penting.

0. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjaalageenurunnya
kinerja perusahaan serta memberikan usulan langkah karbgiang harus
ditempuh.

p. Mengusulka Akuntar Publik yan¢ akar melakukal pemeriksaa atas buku-
buku bank dalam RUPS .

g. Meneliti, menelaah serta memberikan tanggapan atagaapberkala dan
Laporan Tahunan yang disiapkan direksi serta menandatariggporan
Tahunan.

r. Memberikal penjelasal pendapz dar saral kepadi RUPS mengen: Laporar
Tahunan.

s. Membua Risalal Rapa Dewar Komisaris dar menyimpai salinannye

t. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang tdkukbn selama
tahun buku yang sebelumnya kepada RUPS.

u. Melaksanaka kewajibar lainnye dalan rangk: tuga: pengawasec dar
memberikan nasehat yang tidak bertentangan dengan meraparundang
undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

v. Memperhatika kesejahterac sosia dar ekonom karyawai dar keluargany:

w. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsigipri@dCG dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi.

X. Memantat mengevalua dar menyempurnake praktel Good Corporate
Governance (GCG) di Bank.

y. Memastikai bahwe direks telat menindaklanju temual audii dar
rekomendasi dari Satuan Pengawas dan Pengendali KuaiRizK(), Auditor,
Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan aiah@sil pengawasan
otoritas lainnya.

z. Mengarahkar memanta dar mengevalua pelaksanac setia; kebijakar
strategis Bank.

aaMemastikal bahwe keputusa direks telat sejalal dengal sasara strategi
jangka panjang.

ab.Memastikan bahwa direksi telah merancang sistem nmaeajgesiko yang
tepat dalam mengelola resiko utama Bank.

ac Melaksanaka pengawase untuk memastika terselenggaran' sisten
pengendalian intern yang efektif, sistem akuntansi damapmebn keuangal
yang terintegrasi dan memiliki transparansi pengungkapang dapat d
pertanggungjawabkan, serta memastikan proses dan siséerajemen resik
yanc terintegras

=)

A=)

Tugas
Tanggung
Komisaris

dan
Jawal

a. Memastikal bahw: perusahae memiliki strateg bisnis yan¢ efektif, termasu
di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitategireersebut
b. Memastikal bahwe perusahaz mengangk: eksekuti dar manaje profesions
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Komponen
Independen

C.

d.

. Memberikai kemampua profesioné secar optima bag kepentinga

. Memberikan masukan kepada direksi dalam mengelola sipe&a perusahaa

.Memastikai bahwe direks telat menindaklanju temuar audii dar

. Mengarahkar memanta dar mengevalua pelaksanae kebijakar strategi

Keterangan

Memastikai bahwe perusahac memiliki sisten informasi sisten
pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik

Memastikal bahwe perusahae mematul hukurr dar perundang-undang
yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahadalam
menjalankan operasinya

Memastikal resikc dar potens krisis selalt diidentifikasikar dar dikelole
dengan baik

Memastikan prinsip-prinsip dan prakt&ood Corporate Governance dipatuhi
dan diterapkan dengan baik, diantaranya: transparansuyntailitas,
pertanggungjawabamesponsibility), independensi, dan kewajardai(ness)

perusahaan

=

antara lain melalui forum rapat bersama komisaris dan siirakau melalu
penyampaian surat secara tertulis

Mengikuti, mengawa: perkembange kegiatar perusahaa memberika
pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalaldigaggap
penting bagi perusahaan

Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadiagejenurunnya
kinerja perusahaan disertai saran mengenai langkah gerbajang harus
ditempuh

Mengusulka Akuntar Publik yan¢ akar melakukal pemeriksaa atas buku-
buku perusahaan

Meneliti dar menelaa sert: memberika tanggapa atas laporar berkal: dar
Laporan Tahunan yang disiapkan direksi serta menandatarigaporan
Tahunan

rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), aadieksternal, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pergestastas lainnyg

perusahae

Wewenang
Komisaris

. Mengarahkan direksi untuk melakukan implementasi dtasegi yang telah

. Bersam. direksi menjalir kerjasam dengai pihak lain dem kepentinga

. Menganalis feasibility study untuk memutuska kelayakar sebua produk

ditetapkan.

perusahaan.
Bersam. direksi memanta permohona kredil calor debitul ata< dasa
penilaian dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

baru yang diusulkan oleh direksi.
Merancan visi dar misi perusahae sert: konsej pengimplementasiann

Wewenang
Komisaris
Independen

. Memeriks: hasi audit sasara mutu dar prosedu kerjs perusahae yanc

. Member masuka terkait dengal resikc dar penanganann' kepadi tim SKAI

. Mempelajari kinerja keuangan perusahaan dan membeggdpan untuk

Menjalin relas dengal pihak auditor eksterneé dar pengawa OJK dalarn
hubungannya dengan perbaikan kinerja perusahaan

dituangkan dalam SOP/Juklak/Memo

Member masuka dar pengarahe kepadi selurut jajarar direksi manajei dar
staf lainnya

dan SPPK

perbaikannya
Mengunjung dar mengumpulka datz dari setiaj kantol operasion:

Fungsi Pengawasan

. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap ysterb kebijakan
. Dalanr melakukal pengawasa Dewar Komisari¢ bertindal sebage: majelis

. Pengawas: tidak bolel berubal menjad tugas-tuge eksekuti atat

dan pengelolaan perseroan oleh direksi.
dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri.

operasional, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekusiérpan merupaka
kewenanga direksi, kecual jika terjad hal-ha sebagaimar diatui dalan

5
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Komponen

. Pengawase harut dilaksanaka atas keputusan-keputus yanc sudal diambil

. Pengawasze dilakukar bukar hany: dengal menerimi informas dari direksi

. Pengawas: dilakukar tidak hany: denga sekede menyetuju atat tidak

Keterangan

anggaran dasar perseroan dan hal-hal yang ditetapkan daptaturan
perundang-undangan.

(ex post facto) atau terhadap putusan-putusan yang akan diambévéntive
basis).

atau RUPS, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambakan-tindakar

lain sesuai informasi dari sumber lain, dimana tindakarsefeut harus

dilakukan secara kolektif.

menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukarrsepguan
komisaris, tetapi juga dengan memberikan nasehat/sardpat/rekomenda
yan¢ mencaku semui aspel bisnis dari perusahaa

Masa
Komisaris

Jabata

. Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejalg¢ml yang ditetapka

. Mast jabatal dewar komisaris berakhi apabila

. Setelal masi jabatanny berakhir komisaris dapa diangka kembal olef

oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupBS Rtahunar
yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, nhamun dergnntiengurang
hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan ideois
sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian terdslaku sejak
penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lamRUPS.

v'Meningga dunie
v'Mast jabatanny berakhi

v'Dinyatakan pailit atau di bawah pengampunan berdasarkansamy

pengadilan
v'Tidak lagi memenut persyarata perundang-undang yanc berlakt
v'Diberhentikal karen: keputusa RUPS dengal alasal yanc jelas dar
dapat diterima

RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan kamisiaiak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan direksi. Peaankgmbali akar
ditentukai berdasarke kebutuha perseroar

=}

Waktu
Komisaris

Kerja

. Komisaris wajib menyediaka waktL yan¢ cukup untuk melaksanake tuga:

. Komisaris wajib hadii di tempa kerje minimal 1 (satu kali dalan 1 (satu

. Komisaris independe wajib hadii di kantor pusa minimal 1 (satu kali dalan

. Komisaris wajib hadii sekurang-kurangn' pade wakt. rapa komisari¢ dar

dan tanggungjawabnya secara optimal.

minggu pada waktu kerja. Namun tidak tertutup kemungkinamikaris hadir
di luar waktu kerja karena adanya hal-hal yang penting damesak.

1 (satu) bulan pada waktu kerja. Namun tidak tertutup kerkimagy, komisaris
Independen hadir di luar waktu kerja karena adanya hal-iadjypenting da
mendesak.

pada waktu rapat komite dimana komisaris menjadi anggotaitkoyang
bersangkuta

Rapat
Komisaris

Kerjal

. Rapa Dewar Komisari¢c adalal rapa yan¢ diselenggarak: olel Dewar

. Rapa Dewar Komisaris diadakai di kantol pusa perusahaa
. Rapa Dewar Komisaric dapa mengundan unit organisas maupur pihak

. Komisaris dapa mengadake rapa Dewar Komisaris di luar jadwa yanc telat

f. Rapa Dewar Komisaris ini dapa dihadiri olet direks maupui pihak lain jika

Komisaris

ketiga terkait dengan permasalahan yang dibahas dalain rapa

. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkaianadisekali dalam

tiga bulan.

ditentukan atas permintaan:
v Komisaris utame
v'Seoran atat lebih anggot: dewar komisaris
v'Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama néyik
(satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang telamukiian
dengan hak suara yang sah.
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Komponen Keterangan

-

g.

. Komisaric utame: atat komisari¢ lainnye menyampaika undanga

k.

m. Par¢ komisari¢ diperkenanka untuk tidak setujt walaupui secar keseluruha

diundang oleh komisaris.
Direksi secara tertulis dapat meminta Dewan Komisarar @lipdakan rapa
Dewan Komisaris dengan direksi, dengan mengemukakan ataatdu acar
yang ingin dibahas atau dibicarakan.

(pemanggilan) dan agenda rapat Dewan Komisaris kepadaskdmilainnya
dengan sarana apapun dalam waktu 3 hari kalender sebelaiteagebut atal
dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak.

Undanga rapa tersebu tidak disyaratka apabilé semui komisari¢ hadii
dalam rapat.

Undanga rapa itu harus mencantumke acari (agenda tanggal waktL dar
tempat rapat.

Penyiapan materi rapat dikoordinasikan oleh Dewan Karigs

Setiap komisaris berhak untuk mengusulkan agenda rapety yakan
dilaksanakan

jumlah suara yang setuju lebih banyak. Dalam hal sepertnaka keputusa
tidak setuju tersebut harus tercatat dalam berita acasalgdh) rapat sebag
bentul dari dissenting opinion.

it

Q-

- «Q

Pelaksanaan Rap{ Selama tahun 2017, telah dilangsungkan 2 kali rapat Dewamis&ois, denga

Kerja Komisaris daftar hadir anggota sebagai berikut:
No Nama Daftar Hadir | Rapat |Kehadiran Fisik
1 |Fransisca Amelia Mulyadi, M.Sc 2 2 2
2 |[Lanny Polehwidhi, B.Sc 2 2 2
3 [F. X. Soegeng Notodihardjo 2 2 2
4 |Erlyn Hartoko HOO - -

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017 membahas antara lai
a.
b.

oo

. Penyesuaian suku bunga simpanan

®

. Perbaika terhada progran kerje dar pelaksanaz pemeriksaa oler audii

. Tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh regulator.

Bisnis Review tahur 2017 dar mengevalua pencapaia targe bisnis bank
Strateg pertumbuha kredii dengai program-prograi kredit, seperi progran
CTO dan program-program kredit lainnya

Strategi memperbaiki kualitas kredit

Himbaual kepadi Direksi untuk memaci motivas marketing dengal
menambabh jumlah personilnya dan memberikan program-gnogward.
Informas mengen: peraturan-peraturi baru

intern.

Menyaranka kepadi direks untuk mengadake pelatihan-pelatihe

pengembangan kepribadian bagi karyawan

[11.7 Remuner asi

Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jumlah yang diterimadalam 1 Tahun

Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain

Dewan Komisaris
Orang Jumlah (dalamribuan)

Remunerasi (Gaji, Bonus, THR) 3 602,740
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[11.8 Kepemilikan Saham Komisarisdi PT. BPR Indra Candra

Pada posisi per tanggal 31 Desember 2017, Dewan Komisaris tidak ada yangkmemil
saham pada PT. BPR Indra Candra:

BPR IndraCandra
Lembar Saham Nominal (ribu)

No Nama

1 Fransisca Amelia Mulyadi, M.Sc
2 F.X. Soegeng Notodihardjo
3 Erlyn Hartoko HOO

[11.9 Keikutsertaan dalam Pelatihan

Selama tahun 2017, seorang anggota Dewan Komisaris telah mengikuti pendidikan yai

penyegaran sertifikasi yang diselenggarakan oleh Perbarindo dan LSP LKif1 Cer

No Nama Jenis Training/Seminar Penyelenggara Waktu Tempat Pelaksanaan

1 |Fransisca Amelia Mulyadi, M.Sc

2 |F.X. Soegeng Notodihardjo
3 |Erlyn Hartoko HOO Sertifikasi Komisaris PerbarindancLSP LKM Certif | 30 Agustus 2017 Jawa Timur
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[11.10 Profil Anggota Dewan Komisaris

NAMA JABATAN PENDIDIKAN INFORMASI TAMBAHAN
Fransisca Amelia Mulyadi = Komisaris » Sarjana Teknik Industri  dari  Universitas » Februari 2006 menjabat sebagai Internal Controller
Utama Trisakti tahun 2000 » Seminar Business Planning for Microfinance oleh
» Maste of Applied Commerc: dari University of IFC — World Bank bulan Juni 2006
Melbourne tahun 2001 » Fit anc Proper Test dari Bank Indonesia dan resmi
> Master of Science in Banking and Finance dari menjabat sebagai Komisaris bulan Februari 2007
University of Lausanne - Haute Ecole d¢ ) Bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen
Commerciale, Swiss tahun 2006 finansial dan manajemen resiko untuk mewujudkan
» Management Training for Microfinance oleh profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang
Citigroup - AIM bulan September 2006 baik
» Training in Credit and Risk Management oleh

Citigroup dan Asian Institute of Management d
Manila bulan September 2007

Soegeng Notodihardjo Komisaris » Pendidikan Strata 1 dan 2 di STIE Mahardhika » Direktur Utama dan Komisaris di beberapa BPR sejak

Independen Surabaya (2004) tahun 1993

» Menjabat Komisaris Independen di PT. BPR Indra
Candra sejak bulan Januari 2017

» Bertanggung jawabdalam mengawasnanajemen
operasional dan kepatuhan, manajemen sumber
daya manusia dan strategi pengembangan bisnis.

Erlyn Hartoko Komisaris » Pendidikan Strata 1 dan 2 di California State » Pernah menjabat sebagai Customer AO, Corporate

Independen University, Los Angeles (1989) AO, Kepala Cabang dan Direktur Bisnis di Bank
Umum (1990 - 2017)

» Menjabat Komisaris Independen di PT. BPR Indra
Candra sejak bulan Desember 2017

> Berkontribusi dalam pemikiran dankeputusan
manajemen untuk membenahi sistem pemasaran
produk dan jas bank demi terwujudnya pertumbuhan
volume usaha yang signifikan.
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[11.11 Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan tata kelola perusahaan
yang baik di PT. BPR Indra Candra. Direksi juga menjamin keberlangsungan usdha ba
untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, ser

pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank demi kepentisgdsholder secara keseluruhan.

Komponen Keterangan

Jumlah Direksi | Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelolagiean yang baik3ood
Corporate Governance) menyatakan bahwa direksi wajib memiliki paling sedikit 3
orang anggota direksi, dimana seluruh anggota direksibwagirtempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang bepastia provinsi yang
sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasagsling denga
kota/kabupate pad: provinsi lokas kantol pusa PT. BPR Indre Candra
Komposisi Komposisi dari anggota direksi sudah sesuai dengan ketentdtoritas Jasp
Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang Gaitd(Corporate Governance).
Jumlah anggota direksi PT. BPR Indra Candra per tanggal 3&mleer 2017 adala
3 orang yang terdiri dari 1 orang Direktur Utama, 1 orang Kiire Operasional dan
orang Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota direksi bertgrtipggal di Kabupate
Buleleng Provins Bali
Susunan Direksi | Susunan Direksi PT. BPR Indra Candra berdasarkan akta ang8al 15 Desember
2017 yang dibuat oleh notaris Lazarus Birehina, S.H., Maalah sebagai berikut

o &>

No Nama Jabatan

1 Ketut Wiratjana, SE Direktur Utama

2 Kadek Sri Wintari, SE Direktur Operasional
3 Luh Budiasih, SE Direktur Kepatuhar

Seluruh anggota direksi memiliki sertifikat kelulusan gamasih berlaku dari
Lembaga Sertifikasi Profesi dan telah mendapat persetuflai Otoritas Jas
Keuanga Provins Bali - Nus: Tenggare

Jabatan Direks| Anggota direksi yang memiliki rangkap jabatan lain padaaaigasi lainnya:

di Luar :

Perusahaan No Nama Jabataga(ri]l dEiZR liee Perusahaan/Badan/Organisgsi

1 Ketut Wiratjana, SE Direktur Utama Ketua Perbarifdd

2 | Kadek SriWintari, SE|  Direktur Operasiong

3 Luh Budiasih, SE Direktur Kepatuha -

Pengangkatan | a. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota direksinbelaperoleh persetujuan

dan Masa)  dari RUPS.

Jabatan b. Mas: jabatal seoran anggote direksi sesue anggaral dasa adalal efektif sejal
tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saBSR&hunan ke-
setelah tanggal pengangkatan tersebut.

c. Anggote direksi yanc telat habis masi jabatanny dapa diangka kembal oletr
RUPS.

d. Mase Jabata masing-masin direksi adalal sebage berikut

[}

OT

No Jabatan Nama RUPS Persetujuan OJK | MasaJabatan

1 |Direktur Utama Ketut Wiratjana, SE 13 Januari 2017  J&iuari 2017 2017 - 2022

2 |Direktur Operasional | Kadek SriWintari, SE 13 JanR@t7 31 Januari 2017 2017 - 2023

3 |Direktur Kepatuhan Luh Budiasih, SE 13 Januari 2017 1 Jahuari 2017 2017 - 2022
Tuga: dar | a. Melakukal penataa dar pengawase terhada selurut aktivitas manajeme dar
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Komponen Keterangan

Tanggung Jawal
Direktur Utama

b.

C.

. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam huboggadengan pihal

. Merencanake dar mengembangk: sumber-sumb: pendapate serte mengelol

. Menciptakan suasana tenang, damai, dan enerjik di datansghaan.
. Mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja secara gwogd, efisien, dan

sistem operasional yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

Memimpin rapat umum dalam hal penyusunan agenda, kamsendan
menjelaskan serta menyimpulkan tindakan/kebijakan.

Membuat merumuskar menyusur menetapka konse| dar rencan umun
perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan/lsaputatas segala
rancang bangun dan implementasi perusahaan.

A

eksternal.

kekayaan perusahaan.
Menyediaka informas yan¢ bena dar lengkay kepadi Dewar Komisari
mengenai situasi ekonomi dan keuangan perusahaan.

efektif.
Merealisasika dar melaksanake rencana-rencal sert: prosedur-prosed yanc
ditetapkal melalu pendelegasic wewenan pad: bagiar di bawahny.

Tugas dan
Tanggung Jawal
Direktur
Operasional

Q

XTI oD KQSST0OD Q0o

. Memantai kinerje selurut karyawal melalu laporan-lapora yanc diberikar olefr
. Memeriksi dar menyetuju transaks keuanga yan¢ bernomine besa.

. Mewawancar: calor karyawai bart.

. Menghitun¢dar mengkreditka gaji karyawai ke rekening masing-masiny

. Membuat prosedur dan kebijakan operasional melalui B@GRk/Memo

. Menjalin hubunga kerjasam yanc baik dengai bank/instan: lainnya

. Memutuskat kelayakal pemberia kredil kepadi calor debitur

. Mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewakiligadhaan di dalam dan

.Mengangke, membei penghargaz atat. sanks dar memberhentike karyawali

. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkdan

. Tidak menagil lagi sebagia atat selurul piutanc di luar pokok dalan rangks

. Melakukar segali tindakar dar perbuata lainnye mengenz pengurusa maupul

. Mengusahake dar menjamir terlaksanany usahi dar kegiatal perusahae sesue

manajer dan kepala bagian.

Menyusui strateg untuk mencapz targe rencan. kerje tahuna.

Menentukar nilai sukt bung: acuar bant.
Menetapkal kebijakar kepenguruse perusahaa

di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang tandgeksi yang
khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberepay pegawal
perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-samakafsmda orang ata
badan lain.

Mengatui ketentuan-ketentu: tentan( kepegawaia perusahac termasu
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa prodakspenghasilan lai
bagi pegawai perusahaan berdasarkan peraturan perunddaggan yan
berlaku.

c

>

berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan pmrgnchdangan yang
berlaku.

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.

restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dende@wajiban
melaporkannya kepada komisaris .

pemilikan kekayan perusahaan, mengikat perusahaan deulgak lain dan/atau
pihak lain dengan perusahaan, dengan pembatasan-pearmatabagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggararr Dasgatau Keputusan
RUPS.

dengan maksud dan tujuan perusahaan.
Menyiapkan rencana jangka panjang perusahaan, renesjaa &nggaran tahunan
perusahaan, dan rencana kerja lainnya berikut perubaltnnsenyampaikanny
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru.

Membua daftai pemegan saham daftar khusus risalat RUPS dar risalal Rapa
Direksi.

Menryusur laporal keuanga berdasarke Standa Akuntans Keuanga dar

o))
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Komponen

<

w. Memelihar: daftai pemegan saham daftar khusus risalat RUPS risalal rapa

y. Menyimpar di tempa keduduka perusahac beberap dokumer diantarany

Keterangan

menyerahkannya kepada akuntan publik untuk diaudit.
u. Menyampaikan laporan tahunan yang telah diperiksa dsetuwjui oleh komisari
selambat-lambatnya 5 bulan setelah tahun buku perusaleaakhir kepada RUP
untuk disetujui dan disahkan.
Memberikar penjelasa kepadi RUPS mengene laporal tahunar

(I

Dewan Komisaris dan risalah rapat Direksi, laporan tahudan dokumen
keuangan perusahaan.

X. Menyampaika Nerac: dar Laporar Labz Rugi yanc telat disahkai oler RUPS
kepada pemegang saham.

daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, hrigalpat Dewar
Komisaris dan risalah rapat Direksi, laporan tahunan, deku keuangan, serfa
dokumen perusahaan lainnya.

z. Menyusut sisten akuntas sesue dengal Standa Akuntans Keuanga dar sesug
dengan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutamarddial pemisahan fungs
pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

aaMemberikar laporar berkali menuru careé dar waktL sesue dengal ketentua
yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminteh demisaris dan/atau
pemegang saham.

abMenyiapkar susuna organisas perusahac lengka; dengal perinciar dar
tugasnya.

ac Memberikar penjelasa tentan( segali hal yan¢ ditanyakal atat yan¢ dimints
komisaris.

ad.Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai derdgdentuan yang diatu
dalan Anggaral Dasa dar yanc ditetapkai oler RUPS

=

Tugas dan
Tanggungjawab
Direktur
Kepatuhan

f. Memberikan training dan workshop kepada seluruh stafhgeeai pelaksanaan

i
J
k. Memantal prose sertifikasi audit hingge penerapa progran manajeme kualitas
I

a. Membuat dan memantau rencana kerja seluruh staff bagpatuhan.

b. Mengawas prose pemeriksaa dar audi yanc dilakukar olel staff kepatuha
serta menilai kinerjanya

c. Memberikal edukas dar motivas kepad: staff kepatuha untuk bekerj: sesuz
kaidah dan etika

d. Menilai dar member masuka kepad: direks dar komisari¢ tentan( performans
karyawan/bagian tertentu

e. Mengatu strateg untuk membant staff kepatuha melaksanake tugasny
dengan baik

SOP/juklak/memo

0. Melakukat crosschec terhada penemuan-penemu yanc dilaporkar olel staff
kepatuhan

h. Mengunjung nasaba dar debitul untuk membant menyelesaike permasalahe
operasional/prosedur yang tidak bisa diselesaikan otettlfiner

i. Menganalisa hasil survey kepuasan nasabah terhadatasia@layanan bank

j. Membua profil manajeme resikc dar memanta pelaksanaann: di lapanga

. Memonitol kepatuha perusahac terhada komitmer yanc dibua olet regulato

m. Melakukar kajiar terhada produk yanc ade maupui yang bart dar mengevalua
aktivitas operasional pendukungnya

n. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahakmiifyimpang dari
peraturan perundang-undangan

0. Menyusui kebijakar dar prosedu dalan rangki memastika resikc kepatuha
dapa diminimalisas

Rapat
Manajemen

Direksi dapat mengadakan rapat setiap waktu dan dihad#i skeluruh anggota
direksi. Pada rapat manajemen, pejabat eksekutif, SKAIldgrala bagian dapat
diundang untuk berpartisipasi dalam rangka mendapatkamalpgman yang lebih
mendalam mengenai usaha Bank. Selama tahun 2017, telalgslilegkan 7 (tujuh
kali rapat manajemen, dengan daftar hadir anggota sebagkiib
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Komponen Keterangan
No Nama Daftar Hadir Rapat Mangiemen Kehatiran Fisik
1 |KetutWiratjana, SE 6 7 6
2 |Kadek Sii Wintari, SE 6 7 6
3 |Luh Budiasih, SE 7 7 7
[11.12 Remunerasi Direks
Remunerasi direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Jumlah yang diterimadalam 1 Tahun
Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain Direksi
Orang Jumlah (dalam ribuan)
Remunerasi (Gaji, Bonus, THR dan tunjangan AXA) 3 08,413
Fasilitas Kendaraan 1 (satu) buah kendaraan dinas

[11.13 Independens Direksi

Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,
hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham
pengendali, anggota dewan komisaris dan direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

Nara Hubungan Keuangan Hubungan Keluar ga
Pemegang SahamPengendali  Pemegang Sa‘wam Dewan ffmrr*saDireksi Pemegang SahamPengenddi  Pemegang SahanwanB@misaris |  Direksi
Ketut Wiratjana, SE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak ik Tidak
Kadek Sri Wintari, SE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Lub Budiasih, SE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak | Tidak

[11.14 Kepemilikan Saham Direksi di PT. BPR Indra Candra

Seluruh anggota direksi tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) ata
lebih dari modal disetor pada PT. BPR Indra Candra, BPR lain maupun perusahaan
lainnya dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non-
bank:
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BPRIndraCandra BPRLain Perusahaan Lainnya
Lembar Stham| ~ Nomind  [Lembar Saham|  Nomind  |Lembar Saham|  Nominal

No Nama

1 |Ketut Wiratjana, SE
2 |Kadek Sri Wintari, SE
3 [Luh Budiasih, SE

[11.15 Kalkutsertaan dalam Pelatihan

Selama tahun 2017, direksi telah mengikuti beberapa pelatihan maupun seminar yang

diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Perbarindo, diantaranya:

. - ) Tempat
No Nama Jenis Training/Seminar Penyelenggara Waktu Pel aksanaan
Sosialisasi POJK 0JK 29 Juni 2017 Denpasar
1| Ketut Wiratjana, SE |Sosialisasi Pajak 0JK 8 Agustus 2017 Denpasar
Seminar Nasional Langkah Strategis Mendorong Pértitian BPR di Era Digitall ~ Perbarindo 11 Agustus 2p17 engasar
Pelatihan Capacity Building BPR Terkait Penyusulegnoran Berkala 0JK 25 April 2017 Denpasaf
2 | Kadek Sri Wintari, SE Sosia]isasi SLIK dan RBB OJK 14 Juni 2017 Denpasar
Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan RBB Perbarindo 25 Agustus 2017 Denpasd
Workshop Sertifikasi Direksi Perbarindo | 28 Agustus 2017  Denpasd
Sosialisasi Pemantapan Struktur Tata Kelola darDistription Perbarindo 22 Maret 201 Denpasgr
3 [ LuhBudiasih, SE {Workshop Pembuatan Laporan Tata Kelola Perbarindo 19 April 2017 Denpasar
Sosialisasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan 0JK 19 Juli 2017 Denpasar
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[11.16 Profil Direksi

NAMA  JABATAN RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMASI TAMBAHAN
Ketut Direktur > Akademi Bank Indonesia di » Bertangging  jawab  memimpin
Wiratjana Utama Yogyakarta (1979) pencapaian target rencana kerja
> Sarjane Ekonomi dari Universitas: tahunan melalui penyempurnaan
Terbuka  jurusan ekonon sistem kerja organisasi, sistem
manajemen (1998) manajemen keuangan dan sistem
> Program Belajar Jarak Jauh. manajemen resiko
(PBJJ) Manajemen BP.
Angkatan | di Jakarta tahun 19
Pendidikan Pimpinan BPR de
Bank Indonesia
» Pelatihan Survei Potensi Pasar
Keuangan Pedesaan den
methode RRA oleh Ban
Indonesia
» Pelatihan Base Lending Raie
oleh Bank Indonesia Denpas
tahur 2001
Kadek Sri: Direktur » Sarjane Ekoromi dari Universitas » Menjabat Kepala Bagian
Wintari Operasional Warmadewa jurusan ilm Operasionapada September 2006
ekonomi perbankan (2004) » Menjabat Direktur pada Februari
2007 setelah lulus Fit & Proper
Test dari Bank Indonesia
» Bertanggunc  jawab  merrbantu
Direktur Utama dalam mencapai
target rencanakerja  tahunan
melalui pelaksanaan sistem
manajemen operasional dan
manajemen sumber daya manusia
yang efektif dan efisien
Luh Direktur » Sarjane Ekoromi dari Universitas » Menjabat SPIpada Januai 2007
Budiasih | Kepatuhan Udayana » Menjaba Direktur Kepatuha sejal
bulan Januari 2017
» Bertanggung jawab membantu
Direktur Utama dalammanajemen
finansial dan manajemen resiko
untuk mewujudkan profesionalisme
danTata Kelola ~ Perusahaan
yang baik
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[11.17 Penilaian Kinerja Direksi

Secara umum kinerja direksi dalam pengelolaan bank telah dilaksanakan dengan baik.
Hal ini tercermin pada pertumbuhan bank secara kuantitatif yang tidak marigala
hambatan yang berarti. Pertumbuhan tercatat melalui peningkatan lalsars&#3%

jika dibandingkan dengan tahun 2016 sehingga mencapai Rp.21.05 Milyar per akhir
2017. Untuk pertumbuhan aset, Bank bertumbuh 11.99% dari tahun sebelumnya atau
menjadi Rp.727.03 Milyar per akhir Desember 20ditkuti oleh pertumbuhan 11.16%
Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi Rp.631.33 Milyar, serta 7.27% pertumbuhan
penyaluran fasilitas kredit kepada masyarakat menjadi sebesar Rp.472.76 Milyar
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V. BENTURAN KEPENTINGAN

V.1 Penanganan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, bab X pasal
69 tentang penanganan benturan kepentingan, definisi benturan kepentingan adalah
perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi
pemilik, anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/daki pi
terkait dengan bank.

Ketentuan dalam pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan
suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun
demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud harus
mengutamakan kepentingan ekonomis bank dan menghindarkan bank dari kerugian yang
mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan bank serta

mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

V.2 Transaks yang M engandung Benturan K epentingan

Di tahun 2017, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan Bank.

Nama dan Jabatan Pihak yd Nama dan Jabatan
No memiliki Benturan Pengambil Jenis Transak:
Kepentingan Keputusan

Nilai Transaksi Keterangan
(Jutaan rupiah) *)
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V. FUNGSI SATUAN KERJA

V.1 Fungs Kepatuhan

V.1.1 Tugas dan tanggungjawab

Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Satuan Peagalaas

Pengendalian Kualitas (SPPK). Adapun tugas dan tanggung jawab SPPK adalah:

1.
2.

10.

11.
12.

Membuat dan memantau rencana kerja staff SPPK.

Mengawasi proses pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh staff SPRK sert
menilai kinerjanya.

Memberikan edukasi dan motivasi kepada staff SPPK untuk bekerja sesuai
kaidah dan etika.

Menilai dan memberi masukan kepada direktur kepatuhan tentang performansi
karyawan/bagian tertentu.

Membantu direktur kepatuhan memberikan pelatihan dankshop kepada
seluruh staff mengenai pelaksanaan SOP/Juklak/Memo

Melakukancrosscheck terhadap penemuan-penemuan yang dilaporkan oleh staff
SPPK.

Membuat interpretasi atas hasil survey kepuasan nasabah terhadap standar
pelayanan bank

Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Memberikan rekomendasi produk, aktivitas, dan transaksi agar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit
Internal terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Resiko

Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

V.1.2 Aktifitas Kepatuhan Selama Tahun 2017

Sebagai sebuah unit kerja yang baru di Bank, Satuan Kerja Kepatuhan sudah melakukan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, diantaranya:
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1. Menyediakan kompilasi regulasi dalam bentuk dokumen perusahaan bagi
karyawan yang mudah diakses setiap waktu oleh seluruh karyawan dan
memastikan bahwa dokumen perusahaan tersebut selalu diperbaharui. Jumlah
dokumen perusahaan yang telah terdokumentasi sejak tahun 2014 (sejak
penerapan sistem manajemen kualitas ISO 9001:2008) adalah 666 dokumen.

2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh staff mengenai
pelaksanaan SOP/Juklak/Memo guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan
dalam operasional bank sehari-hari.

3. Memberikan rekomendasi terhadap produk dan aktifitas baru yang akan
dilakukan oleh perusahaan, rekomendasi terhadap pengkinian prosedur
perusahaan dan rekomendasi terhadap pengkinian kebijakan perusahaan baik
akibat terbitnya regulasi baru atau akibat penerapan prinsip kehati-hatian.

4. Dalam rangka mengelola resiko kepatuhan, SPPK memastikan bahwa perusahaan
tidak terlambat dalam melakukan pelaporan baik kepada OJK, PPATK, LPS atau
regulator lainnya. Untuk mendukung kegiatan tersebut, SPPK telah menerbitkan
memo direktur mengenai deadline laporan BPR, sehingga seluruh karyawan
dapat mengetahui laporan-laporan yang menjadi tanggung jawabnya masing-

masing dan tenggat waktu laporan-laporan tersebut harus diserahkan.

V.1.3 Pelatihan/Seminar

Untuk menunjang aktifitas dan meningkatkan pengetahuan di bagian SPPK, berikut
adalah kegiatan pelatihan/seminar/sosialis@skshop yang telah diikuti selama tahun
2017:

Tempat Tanggal Pelatihan/Sosialisasi/Seminar/Workshop
Denpasar 22 Maret 2017 Sosialisasi Pemantapan Strukita Kelola dan job Description
Denpasar 19 April 2017 Workshop Pembuatan Laporam Kelfola

V.2 Fungs Audit Internal

V.2.1 Struktur dan Jumlah Auditor

Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh 1
orang tim auditor. Kepala SKAI bertanggungjawab langsung kepada direktur utama serta
dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.
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V.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggungjawab SKAI adalah:

1.
2.

Mengawasi pelaksanaan rencana kerja staff SKAI

Mengawasi proses pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh staff SKaAI sert
menilai kinerjanya.

Memeriksa hasil kerja dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh staff SKA
Memberikan edukasi dan motivasi kepada staff SKAI untuk bekerja sesuai kaidah
dan etika.

Membuat interpretasi atas hasil analisa terhadap laporan keuangan perusahaa
Menjalin hubungan dengan lembaga audit ekternal untuk kelancaran proses
pemeriksaan.

Melakukan komunikasi secara aktif dengan direksi dan komisaris untuk
menemukan obyek pemeriksaan/investigasi khusus.

Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada SPPK terkait

pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR

V.2.3 Pelaksanaan Tugas SKAI 2017
KANTOR BAGIAN BAHAN PEMERIK SAAN

PUSAT Dana

Memeriksi kelengkapa dar penatausaha dokumel nasaba

Teliti uji petik perhitungan bunga dan pajak atas tabungandeposito

Teliti sumbe dan: beberap deposa yan¢ bernila cukug besa

Memeriksi pengamane rekening pasit

Memeriksi kebenara fisik kas (kas opname

Memeriksa berkas permohonan kredit

Memeriksi penilaiar kredit dar aspel penilaiar agunal

Meneliti pelaksanaz pemberia kredi

Memeriksa penatausahaan file-file/berkas debitur

Memantal keadaa dar perkembange jaminar kredil (prose pengikata

jaminan)

Memeriksa rekonsiliasi antar bank aktiva

e Mencocokka daftal nominatif dengal fisik penempate bank lain (Giro,
Tabungan, dan Deposito)

e Memeriksa penilaian terhadap tingkat kesehatan bank (LEBRO, ROA,

CR, CAR, dar NPL)

Memeriksi mekanism pemantaus dar hasi pemantaue APU-PP1

Meneliti pelaksanaz pengkinial date nasaba

Mencocokka secar randon datz hasi verifikasi petuga APU-PP1

Memeriksa kewajaran mutasi kas harian

Memeriksi saldc buku bukL besa RAK dar perhitunga bungany

Memeriksi bukti penyetora pajak

Memeriksi prosedu pengendalia organisas

Memeriksa pengembangan dan pemeliharaan perangkat kerasstem

Memeriksa prosedur pengendalian dokumentasi

Memeriksi prosedu pengendalia aplikas inpui dar outpu

Memeriksi pengelolaa aktive tetay dar inventari

Teliti bukti dan legalitas kepemilikan aktiva tetap berlgadaran

Kredit

Bisnis

APU-PPT

Akuntansi
dan
Keuanga
IT

GA
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KANTOR BAGIAN BAHAN PEM ERIKSAAN

e Memeriksifisik persediaan/stc
Cabang Dana e Memeriksa kelengkapan dan penatausahaan dokumen nasabah
e Teliti uji petik perhitunga bung: dar pajal ata: tabunga dar depositt
e Teliti sumber dana beberapa deposan yang bernilai cukwgr bes
o Memeriksi pengamane rekening pasif
e Memeriksi kebenara fisik kas (kas opname
e Meneliti kewajaral ata: pelaksanac kebijakar di pengelolaa kas yanc
berkaitan dengan likuiditas
e Memeriksi dokumel penempats dan: anta bank dar bungi yanc diterime
dari setiap bank berdasarkan suku bunga dan jangka wakiy tedah
disepaka
Kredit o Memeriksi berka: permohona kredit
e Memeriksi penilaiar kredit dar aspel penilaiar agunal
e Meneliti pelaksanaz pemberia kredi
e Memeriksi penatausaha file-file/berkas debitu
e Memanta keadaa dar perkembange jaminar kredit(prose pengikata
jaminan
Akuntansi | ¢ Memeriksi kewajaral mutas kas hariar
dan e Memeriksi saldc bukt bukt besa RAK dar perhitunga bungany
Keuanga | ¢ Meneliti atas saldc suk buku besa biaye yanc berfluktuas cukug besa
GA e Memeriksi jenis kelompol harte yanc tercata dalan date inventaris sesue
dengan JK-GA-02-01 (Sistem Penomoran Inventaris)
o Memeriksifisik persediaan/stc
Kas e Memeriksa kelengkapan dan penatausahaan dokumen nasabah
e Memeriksi kebenara fisik kas (kas opname

V.24 Tindak Lanjut Direks Terhadap Temuan Audit SKAI

Sesuai dengan peraturan OJK tentang penerapan tata kelola bagi BPR, dirési waj
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan-satuan kerja atau pejaba
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, audit eksterilal, has
pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau otoritas lainnya.

Direksi PT. BPR Indra Candra telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan
tersebut dengan merekomendasikan perubahan dokumen perusahaan baik berupa
SOP/Juklak/Memo kepada unit-unit kerja terkait, serta perbaikan-perbaikas tekrg
diperlukan. Dokumen perusahaan tersebut telah disosialisasikan dan ditenqgtaitan
penyimpanan digital milik bank, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh

karyawan.

V.25 RencanaKerja SKAI 2018

a. Melakukan pengkinian terhadap rencana kerja tahunan SKAI agar sesuai dengan
kondisi perusahaan dan potensi resiko di tahun 2018

b. Menambah fokus pemeriksaan audit pada seluruh agunan kredit terutama dalam
bentuk SHM yang di-APHT
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c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SKAI melalui pelatihan internal maupun
eksternal

d. Melakukan pengkinian kertas kerja pemeriksaan dengan memperbaharui metode-
metode pemeriksaan agar lebih detail, mengembangkan analisa pemeriksaan ser
dokumentasi yang lebih lengkap, terstruktur, dan detail.

V.2.6 Pelatihan/Seminar
Untuk  menunjang pengetahuan di  SKAI, berikut adalah  kegiatan

pelatihan/seminar/sosialisasi/workshop yang telah diikuti selama g201iih

Tempat Tanggal Pelatihan/Sosi ali sasi/Seminar/W orkshop
Denpasar 19 Juli 2017 Sosialisasi Dugaan Tindak Rirbankan

V.3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-
PPT)

V.3.1 Struktur dan Jumlah APU-PPT

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dipiefpin ol
kepala bagian APU-PPT yang berkedudukan di kantor pusat dan dibantu oleh 2 orang
anggota yang berkedudukan di masing-masing kantor cabang. Kepala APU-PPT

bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membawahi kepatuhan.

V.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab APU-PPT

Tugas dan tanggung jawab APU-PPT adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturan lainnya yang terkait dengan
penerapan APU-PPT telah dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan baik oleh
staff APU-PPT dairfrontliners.

2. Memastikan staf APU-PPT telah menjalankan tugas pemeriksaan dokheo&hst
dengan baik dan menyeluruh.

3. Memberikan pertimbangan secara obyektif atas penerimaan dan/atau penolaka
permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon nasabah yang tergolong

beresiko tinggi.
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10.

11.

12.

Memastikan profil nasabah tersimpan dengan lengkap dan akurat serta diepes dia
sewaktu-waktu untuk proses verifikasi.

Melakukan koordinasi dengan bagian terkait terhadap penemuan transaksi keuangan
yang mencurigakan.

Memberikan usulan perbaikan terhadap sistem APU-PPT kepada direksi.

Memantau staff APU-PPT dalam pemeliharaan Daftar Terduga Teromns da
Organisasi Teroris (DTTOT) yang diberikan oleh OJK atau melalui inésinyang
tersedia di media massa.

Memeriksa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan
Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (UU PPTPPU) untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan
direksi.

Memastikan segala bentuk pelaporan ke instansi terkait, seperti OJKgaBl,
PPATK berjalan tepat waktu dan lengkap.

Mendampingi staff APU-PPT dalam melakukan kunjungan kerja ke nasabah yang
masuk dalam kategori resiko tinggi

Memantau perubahan dan perkembangan peraturan di ranah pencucian uang
dan/atau pendanaan terorisme.

Merancang materi pelatihan tentang penerapan program APU-PPT bagi karyawa
perusahaan.

V.3.3 Pelatihan APU-PPT
Pada Tahun 2017, PT. BPR Indra Candra telah mengikuti program pelatihan dasar dan

pelatihan penyusunaattion plan APU dan PPT yaitu:

Tempat Tanggal Pelatihan/Sosialisasi/Seminar/W orkshop
Denpasar 8 Maret 2017 Pelatihan APU-PPT bagi BPR
Denpasar 16 Mei 2017 Sosialisasi APU-PPT dan Pengustiindak Action Plan

V.4 Fungs Audit Eksternal

Direksi PT. BPR Indra Candra berdasarkan persetujuan dari Dewan Kaniskh

menunjuk akuntan publik untuk tahun buku 2017 dan menetapkan jumlah honorarium
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serta persyaratan lainnya bagi akuntan publik yang ditunjuk tersebut, guna melakuka
audit independen atas laporan keuangan tahun buku 2017. Kantor Akuntan Publik (KAP
yang ditunjuk adalah Wayan Sunasdyana.

Berikut adalah KAP yang melakukan audit di PT. BPR Indra Candra selama tiga

tahun terakhir:

Tahun Kantor Akuntan Publik Nama Ak untan (Per or angan)
2015 Wayan Sunasdyana | Wayan Sunasdyana, CA, CPA
2016 Wayan Sunasdyana | Wayan Sunasdyana, CA, CPA
2017 Wayan Sunasdyana | Wayan Sunasdyana, CA, CPA

Dalam melaksanakan fungsi audit eksternal, KAP harus mampu bekerja secara
independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standaiqoralfes
akuntan publik. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun
buku 2017 telah sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah
memenuhi aspek-aspek di bawabh ini:

Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
Legalitas perjanjian kerja
Ruang lingkup audit

Standar profesional akuntan publik

o bk 0D PE

Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik

Total biaya audit umum laporan keuangan PT. BPR Indra Candra tahun buku
yang berakhir per 31 Desember 2017 adalah Rp. 20.000.000,- (di luar RBRMN),
meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuittes, se
Laporan Arus Kas. Hasil dari audit tersebut berupa pendapat mengenai kewajaran

penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan.
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VI. MANAJEMEN RESIKO

V1.1 Fungs Manajemen Resiko

Memantau dan mengelola seluruh tipe resiko untuk memastikan perusahaan dapat
mencapai seluruh targetnya dengan baik. Staff manajemen resiko bertanggubg jawa

langsung kepada direktur yang membawahi kepatuhan.

V1.2 Tugas dan Tanggung Jawab M anajemen Resiko

1. Mempelajari setiap ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

2. Memeriksa setiap kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian yang dimiliki
oleh bank.

3. Memeriksa dan membandingkan seluruh dokumen legal bank dengan dokumen
milik perusahaan lain sejenibdst practices).

4. Memantau posisi resiko secara keseluruhan.
Memastikan setiap langkah strategik yang diambil oleh bank telataisgsngan
RBB.

6. Melakukan pengkajian strategis terhadap usulan penerbitan produk dan/atau

aktivitas baru.

V1.3 Pengawasan Dewan Komisaris dan Direks terhadap Penerapan

M anajemen Resiko

Fungsi Manajemen Resiko adalah melaporkan hasil analisa/kajian sentdenlean
rekomendasi kepada direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Tindak lanjut
atas rekomendasi dapat berupa laporan atau perbaikan terhadap sistem opsfasgonal
dicatat dalam SOP/Juklak/Memo.
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V1.4 Pelatihan M anajemen Resiko

Selama tahun 2017 Satuan Kerja Manajemen Resiko belum melakukan pelatibaa kar

masih fokus pada pengembangan satuan kerja dan perbaikan sistem operasional bank.
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VII. BATASMAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase perbandingasm bat

maksimum penyediaan dana pemberian kredit yang diperkenankan terhadap modal bank.

V1.1 Penyediaan Dana Terhadap Pihak Terkait

Prinsip kehati-hatian dalam penerapan manajemen resiko selalu diter@pkaPT. BPR
Indra Candra dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, terutama dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait. Saat ini bank telah memiliki petunjuk pekaksana
pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait
yang diatur dan tertuang dalam Pedoman Kebijakan Kredit dan Prosedur Parkredit
Bank. Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan
penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait telah sesuai dengan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2017, penyediaan dana kepada pihak terkait maupun tidak terkait
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan penyediaan dana

kepada pihak terkait dirangkum dalam tabel di bawabh ini:

Nama Bank
Alamat

Kota/Kabupaten :

PT. BPR INDRA CANDRA
JL Pramuka no. 10

Dalam Ribuan Rupiah
Modal KPMM

BMPK Pihak Terkait (0%

75,984,215 Ribuan (Rp)

Kab. Buleleng 7,598,421 Ribuan (Rp)

Bulan Laporan

Desember 2017

Tanggal Cetak 31 Desember 2017
Hubungan Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan
No Nama Peminjam/Bank Keterkattan Penyediaan. - Agunan. Penyediaan.'l Kualitas Ket
dengan BPR Tanggal Dana / Baki Likuid / Bagian Dana / Baki
Debet Yang Dijamin Debet Neto

Individu Peminjar
1 HANDIK WIDIARTA PSP 28/02/201 2,768,40B SHM 2,768,408 1
2 NI NYOMAN SUWASTINI MANAGER DANA 29/04/201 10,36¢ BPKB 10,366 1
3 KADEK SRIWINTARI DIREKTUR OPERASIONAL | 29/04/201 10,939 BPKB 10,939 1
4 LUH PUTU EKA SURYANI MANAGER BISNIS 26/05/201 291,388 SHM 291,388 1
5 NI MADE YULI SATYAWAT! _[PIMPINAN CABANG 13/07/201 26,58] BPKB 26,541 1
6 KOMANG HERI SETIAWAN __ [SPPK 17/07/201 2,000 TABUNGAN F100 2,000 1
7 WAYAN SUDIANTI APU-PPT 30/09/201 7,201BPKB, TABUNGAN 7,201 1
8 KETUT PURNAMI PIMPINAN CABANG 29/09/201 38,581 SHM 38,591 1
9 NI MADE YULI SATYAWAT! _[PIMPINAN CABANG 29/09/201 38,581 SHM 38,581 1
10 KADEK SRI WINTARI DIREKTUR OPERASIONAL|  1/05/201 25,39 IJASAH, SHM 25,396 1
11 LUH BUDIASIH DIREKTUR KEPATUHAN 27/09/201. 107,17 IJASAH, SHM 107,176 1
12 NI NYOMAN SUWASTINI MANAGER DANA 29/11/201. 170,385 SHM 170,386 1
13 LUH BUDIASIH DIREKTUR KEPATUHAN 15/01/201! 31,478 BPKB 31478 1
14 DESY ERINA ANAK DIREKTUR UTAMA 7/08/201! 130,039 SHM 130,030 1
15 NI NYOMAN SUWASTINI MANAGER DANA 7/08/201! 122,49 SHM KAV 122,49p 1
16 NI NYOMAN SUWASTINI MANAGER DANA 13/11/201! 90,98] SHM KAV, IJAZAH 90,987 1
17 NI MADE YULI SATYAWAT! _[PIMPINAN CABANG 10/12/201! 9,029 BPKB 9,026 1
18 HANDIK WIDIARTA PSP 11/11/201 1,741,735 SHM 1,741,736 1
19 LUH PUTU EKA SURYANI MANAGER BISNIS 28/12/201 50,000 BPKB 50,000 1
20 KETUT WIRATJANA DIREKTUR UTAMA 21/10/201 272,42] SHM 272,421 1
21 KETUT PURNAMI PIMPINAN CABANG 26/02/201! 220,769 SHM 220,769 1
22 KETUT PURNAMI PIMPINAN CABANG 26/02/201! 148,834 SHM 148,84 1
23 KETUT PURNAMI PIMPINAN CABANG 21/01/201 26,71TABUNGAN,TABUN 26,717 1
24 HANDIK WIDIARTA PSP 29/04/201 19,959 BPKB 19,995 1
25 NI MADE YULI SATYAWAT! _[PIMPINAN CABANG 10/10/201 4,186 TABUNGAN,TABUN 4,186 1

|.JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO 6,365,627

1ILJUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK *) -

JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I -11) 6,365,627

NOMINAL PELANGGARAN BMPK PELANGGARAN BMPK : 0 %
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VI11.2 Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait

Sampai dengan periode 31 Desember 2017, tidak terdapat pelanggaran BMPK kepada

pihak tidak terkait sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Nama Bank
Alamat

Kota/Kabupaten
Bulan Laporan

PT BPR KANAYA
JL. Surapati No. 168 Sgr

Kab. Buleleng

Desember 2016

Dalam Ribuan Rupiah
Modal KPMM

BMPK Pihak Tidak Terkait (20%)
Kelompok Peminjam Tidak
Terkait (30%)

18.254.406 Ribuan (Rp)

3.650.881 Ribuan (Rp)
5.476.322 Ribuan (Rp)

Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana Pelanggaran Persentase
T I [P di A P di BMPK Pel
No b Peminjam angga enyediaan gunan enyediaan elanggaran
Dana/ Baki Likuid/ Dana /Baki Debet BMPK
Debet Bagian Yang Dijamin Netto

Kualitas

NIHIL

Total Pelanggaran |

Total Keseluruhan Pelanggaran Tidak Terkait

- | PELANGGARAN BMPK : 0.00 %

VI11.3 Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Terkait

Sampai dengan periode 31 Desember 2017, tidak terdapat pelanggaran BMPK kepada

pihak terkait sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Nama Bank

PT PT BPR KANAYA

Dalam Ribuan Rupiah

Alamat JL Surapati No. 168 Modal KPMM 18.254.406 Ribuan (Rp)
Kota/Kabupaten Kab. Buleleng Kelompok Peminjam Terkait (1 1.825.441 Ribuan (Rp)
Bulan Laporan Desember 2016 BMPK Pihak Tidak Terkait (20% 3.650.881 Ribuan (Rp)
Tanggal Cetak 6 Februari 2017 Kelompok Peminjam Tidak Terl 5.476.322 Ribuan (Rp)
Keterkaitan Pada Saat Laporan
No @ Peminjam, Penyediaan Agunan Penyediaan hpauan BMP Kualitas Ket

Dana /Baki
Debet

Likuid/Bagian
yang Dijamin

Dana/ Baki

Debet Netto

NIHIL

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang
disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.b kami.
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VIIT.RENCANA BISNIS BANK

Penyusunan rencana bisnis bank mengacu kepada Peraturan OJK nomor
5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Peraturan OJK nomor 37/POJK/03/2016
tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan RgkyahS

dan Surat Edaran OJK nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
Perkreditan Rakyat.

VII1.1 Transparans Kondisi Keuangan dan Non-K euangan Bank

Perusahaan memiliki prosedur mengenai transparansi kondisi keuangan dan non-
keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.03/ 2015 tentang
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. PT. BPR Indra Candra wajib mengumumkan
laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip transparansi, bank berupaya melakukan
pengungkapan berbagai informasi secara tepat waktu, relevan, dan akurat. Bentuk-bentuk
penyampaian informasi tentang kondisi keuangan dan non-keuangan perusahaan adalah
sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Publikasi triwulanan yang disampaikan kepada OJK
meyajikan perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi triwulan tahun
sebelumnya. Bank telah menampilkan laporan publikasi pada TV informasi di
kantor pusat PT. BPR Indra Candra dan di seluruh kantor cabang serta pada
papan pengumuman di seluruh kantor-kantor kas selain juga pada situs resmi PT.
BPR Indra Candra.

2. Laporan Tahunan meliputi profil perusahaan seperti kepengurusan, kepemilikan,
perkembangan usaha, strategi, dan kebijakan manajemen serta laporan keuangan
yang meliputi Neraca, Laba Rugi dan catatan keuangan lainnya. Laporan
Tahunan PT. BPR Indra Candra disusun sesuai dengan standar akuntansi
keuangan BPR dan telah diaudit oleh KAP.

3. Selain informasi yang diwajibkan oleh ketentuan, bank juga menyajikan

informasi mengenai produk dan layanan perbankan termasuk jaringan kantor agar
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memudahkan masyarakat luas dalam mengakses informasi atas produk dan
layanan yang ditawarkan oleh bank.

4. Informasi produk dan layanan juga disajikan melalui lisan maupun tertuéisnda
bentuk brosur atau media elektronik lainnya yang berisi karakteristik produk,
manfaat dan resiko produk serta informasi lainnya untuk kepentingan nasababh.

VII1.2 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari bank yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannyat Beri

adalah merupakan figur rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR Indrdr&#ahun

2017:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah: Gaji tertinggi diterima oleh
pimpinan cabang sedangkan gaji terendah diterima oleh staff, dimana rasio
terendah adalah 19.62% dari gaji tertinggi yang diterima pegawai.

2. Rasio gaji direks yang tertinggi dan terendah: Gaji tertinggi diterima oleh
direktur utama, sedangkan gaji terendah diterima oleh direktur kepatuhan dimana
rasio gaji direksi yang terendah adalah 54.55% dari gaji direktur utama.

3. Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah: Gaji tertinggi diterima oleh
komisaris utama sedangkan gaji terendah diterima oleh komisaris independen
dimana rasio terendah adalah 51.28% dari gaji komisaris utama.

4. Rasio gaji komisaris tertinggi dan direks tertinggi: Rasio gaji komisaris
utama adalah 88.64% dari gaji direktur utama, sedangkan rasio gaji komisaris
independen adalah 45.45% dari gaji direktur utama.

5. Rasiogaji direks tertinggi dan pegawai tertinggi: Rasio gaji tertinggi direksi
diterima oleh direktur utama sedangkan gaji tertinggi pegawai diterima oleh
pimpinan cabang dengan rasio gaji pegawai tertinggi adalah sebesar 47.73 % dari

gaji direktur utama.
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VI1I11.3 Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Fraud adalah suatu pelanggaran atau pembiaran secara sengaja atas standar/prose
dan/atau kode etik yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank yang
mengakibatkan kerugian finansial baik langsung/tidak langsung bagi bank atau
nasabahnya, dan memberikan keuntungan bagi pelaku baik secara langsung maupun
tidak langsung.nternal fraud adalah sebutan untuk kejadidraud yang melibatkan
karyawan internal banki-raud merupakan kejadian resiko operasional yang memiliki
dampak sangat buruk terhadap bank, dari sisi finansial maupun non-finansial seperti
reputasi. Oleh karena itu, setiap kejadiesud akan ditangani secara serius oleh bank.

Jumlah kasus penyimpangan internglinternal fraud) dengan nilai
kerugian/penyimpangan di atas Rp. 100 Juta selama tahun 2017 abafah

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
dalam 1 tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

sebelumnya | laporan | sebelumnya | laporan | sebelumnya | laporan | sebelumnya | laporan

Total Fraud Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Telah diselesaikan

Dalam proses
penyelesaian di Nihil
internal bank

Belum  diupayakan Nihil
penyelesaiannya
Telah ditindaklanjuti
melalui proses Nihil
hukum

VI111.4 Permasalahan Hukum

V111.4.1 Permasalahan Hukum yang Dihadapi Bank
PT BPR Indra Candra harus menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya

kegagalan kredit maupun permasalahan hukum lainnya. Selama tahun 2017, tidak
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terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Indra Candra seliw®ati ter

dalam tabel berikut:

Jumlah
Permasalahan Hukum

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Dalam proses penyelesaian

Total

VI111.4.2 Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Oleh Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris Yang Sedang M enjabat
Selama tahun 2017, seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris tidak tersangkut ata

terlibat dalam kasus dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana.
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| X. EDUKASI DAN LITERASI

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang

Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen

dan/atau Masyarakat, PT. BPR Indra Candra turut menyelenggarakan edukatsrdan |

kepada seluruh masyarakat. Selama tahun 2017, bank telah melaksanakan kegiatan

edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen

kalangan masyarakat:

Target

N ek asi*

Status
Target
Edukasi

Kategori Program*

Nama
Program
Literasi
Keuangan

Pihak
Terlibat

Tujuan*

Bentuk
Aktivitas®

Frekuensi
Total*

Wilayah /
Provinsi*

Total Biaya
Eduk asi
(Rp)

Waktu
Pelak sanaan

Nasabah
Dana

Calon
nasabah

Perencanaan
Keuangan,
Pengenalan industri
dan/atau lembaga jas
keuanganPengenalan
fitur dasar Produk &
Jasa LIKPenjelasan
manfaat dan risiko
produk dan jasa
keuangan

Edukasidan
5}_iterasi
keuangan
kepada anal
anak sekolal

PT. BPR
Indra
Candra

Peningkatan
Pengetahua
Peningkatan
Keyakinan

Interaktif :

Sosialisas]

Bali

2,900

Juli

Nasabah
2 |Danadan
Masyarakat]

Calon
nasabah

Perencanaan
Keuangan,
Pengenalan industri
dan/atau lembaga jas
keuanganPengenalan
fitur dasar Produk &
Jasa LIKPenjelasan
manfaat dan risiko
produk dan jasa
keuangan

Edukasidan
Hiterasi
keuangan
kepada
nasabah dal
masyarakat

PT. BPR
Indra
1Candra

Peningkatan
Pengetahua
Peningkatan
Keyakinan

Interaktif :

Sosialisas]

Bali

2,000

September

Nasabah
Dana

Calon
nasabah

Perencanaan
Keuangan,
Pengenalan industri
dan/atau lembaga jas
keuanganPengenalan
fitur dasar Produk &
Jasa LIKPenjelasan
manfaat dan risiko
produk dan jasa

Edukasidan
5}_iterasi
keuangan
kepada anal
anak sekolal

keuangan

PT. BPR
Indra
Candra

Peningkatan
Pengetahua
Peningkatan
Keyakinan

Interaktif :

Sosialisas]

Bali

700

September
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X. PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
NASABAH

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan
(PUJK) kepada seluruh nasabahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan (Qdedtas
Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan. Perlindungan konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang
adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta p@nangana
terhadap pengaduan hingga penyelesaiannya secara sederhana, cepat, dan efisien
Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh
adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena
kesalahan atau kelalaian PUJK. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsume
didasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang
Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

X.1 Perlindungan Nasabah

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan konsumen, bank selalu berusaha
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuanga
antara lain dalam bentuk transparansi informasi produk kepada nasabah melalui TV

informasi, situs online, media sosial, brosackdrop, sertax-banner.

X.2 Penanganan Pengaduan Nasabah

PT. BPR Indra Candra telah memiliki SOP dalam menangani pengaduan nasabah,
dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua keluhan nasabah tercatat secara
sistematis, tertangani dengan baik dan cepat sesuai sasaran mutu perusahaa
sebagaimana tercantum dalam SOP-SPK-02 (Penanganan Keluhan Nasabatr Prose
penanganan keluhan nasabah adalah sebagai berikut:
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1. Setiap bagian yang menerima keluhan, saran dan usulan segera mencatatnya ke
dalam Formulir Feedback Nasabah yang tersedia onliri@dgle Docs dengan
nomer tiket baru.

2. Bagian SPPK melakukan pengecekan setiap hari dan apabila menemukan nomor
tiket baru, SPPK memilah apakah keluhan/saran/usulan tersebut berkaitan dengan
operasional atau tidak. Jika berkaitan dengan operasional, SPPK memperbaharui
Formulir ~ Tindakan  Perbaikan dan Pencegahan (F-SPK-05), Ilalu
menginformasikan kepada kepala bagian yang terkait untuk segera ditanggapi.
Solusi yang diberikan harus dicatat kembali pada Formulir Feedback Nasabah
beserta tanggal respon diberikan.

3. Jika solusi tidak dapat diselesaikan oleh kepala bagian, maka permasalalsan har
dieskalasikan kepada direksi dan komisaris untuk bersama-sama dicarikan
solusinya. Solusi terhadap masalah operasional yang diselesaikanisssaraa-
sama oleh direktur dan komisaris harus ditulis pada Formulir Tindakan Perbaikan
dan Pencegahan dan meminta nasabah menandatanganinya sebagai bukti bahwa
solusi telah diterima dengan baik. Formulir Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
disimpan oleh SPPK sebagai alat kontrol.

4. Penyelesaian permasalahan yang dapat diterima oleh nasabah akaoatien
solved pada Formulir Feedback Nasabah dan dianggap selesai.

5. SPPK dan kepala bagian mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap
SOP/Juklak/Memo untuk mencegah terulangnya kembali permasalahan yang
sama di masa mendatang.

6. SPPK akan membahas rangkuman laporan keluhan nasabah selama 1 bulan di
meeting manajemen yang diadakan secara reguler setiap bulannya.

Tabel berikut menyajikan data keluhan nasabah yang diterima selama tahun 2017:

No Keterangan Tahun 2017
1 Keluhar yanc diterime 1
2 Keluhar yanc terselesaike dengal baik 1

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2017 46



Xl. SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN
POLITIK

X1.1 Kegiatan Palitik

PT. BPR Indra Candra tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak pul

memberikan bantuan berupa apapun untuk kegiatan politik.

X1.2 Kegiatan Sosial

Sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi bank yang diakui kepeduliannya kepada
masyarakat, PT. BPR Indra Candra secara konsisten terus berupaya memberika
kontribusi optimal pada kegiatan sosial yang diselenggarakan secara rutin #alaber
PT. BPR Indra Candra turut aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung
jawab sosial perusahaan. Kegiatan sosial difokuskan pada pengembangan bidang sosial
dan kesehatan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk tahun buku 2017, PT. BPR Indra Candra melakukan beberapa kegiatan
Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perincian biaya sebagai berikut (dalam

ribuan rupiah):

No Nama K egiatan Tempat | Jumlah

1 Donor darah Kantor Pusat Singaraja 3,400
2 Donor darah Kantor Pusat Singaraja 3,150
3 Donor darah Kantor Pusat Singaraja 3,400
4 Donor darah Kantor Pusat Singarala 3,100
5 Pelayanan Kesehatan Desa Bebetin 3,610
6 Sumbangan Tong Sampah ke Pasar Sangsit dan #@ergiung Tinggi Singaraja 4,580

7 Sumbangan kepada pasien kurang mampu di RSUDr&iga RSUD Singaraja 5,000

Total 26,240

Berikut kegiatan donor darah yang dilaksanakan di kantor pusat PT. BPR Indra

Candra bekerjasama dengan PMI Singaraja:
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Kegiatan donor darah tanggal 18 Februari 2017 Kegiatan donor darah tanggal 20 Mei 2017

Kegiatan donor dara tanggal 26 Agustus 2017 egiatan donor darah tanggal
18 November 2017

Selain kegiatan donor darah tersebut, PT. BPR Indra Candra juga melakukaarkegiat

kegiatan CSR lainnya:

Pelayanan kesehatan di Desa Bebetin Sumbangan Tong Sampah ke Pasar Sangsit
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Sumbangan Tong Sampah ke daerah

Kampung Tinggi
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XII. HUBUNGAN KARYAWAN

X11.1 Kesg ahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan direalisasikan dengan berbagai cara diantaielaita:
1. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), Tunjangdiaties
(BPJS), pinjaman dengan bunga khusus, dan Dana Pensiun Karyawan (DPK).
2. Lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan agar dapat meningkatkan
motivasi dan produktifitas kerjanya.
3. Jenjang karir yang sistematis, progresif, dan terbuka bagi seluruh karyawa

X11.2 Pemutusan Hubungan Kerja

Perusahaan berusaha untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka pelaksanaan
Pemutusan Hubungan Kerja merujuk kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

X11.3 Pengembangan K aryawan

Perusahaan adalah organisasi berbasis kinerja, dimana setiap karyawagaidiha
berdasarkan kontribusinya kepada perusahaan. Setiap karyawan mendapatkan
kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri melalui jalur-jalur karg yan
disediakan. Di samping manajemen Karir yang jelas, perusahaan juga amgganc
berbagai bentuk program pelatihan yang diselenggarakan oleh Perbarindo maupun
lembaga pendidikan lainnya. Pelatihan tersebut dilaksanakan secara komprehensif
mencakup pengembangan prihakiepemimpinan, dan keterampilan teknis. Sepanjang
tahun 2017, PT. BPR Indra Candra telah mengalokasikan biaya pendidikan dan
pengembangan karyawan sebesar Rp 130.694.050,-
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XITT.KOMUNIKASI INTERNAL

Intensitas komunikasi internal merupakan kunci penyebaran informasi perusalman da

alat untuk membangun soliditas tim kerja dalam bank. Keberhasilan komunikasi interna

sangat ditunjang dari muatan informasi yang disebarkan, serta media komunikasi it

sendiri. Kedua hal ini sangat saling terkait agar seluruh karyawan dapat mengert

informasi yang disampaikan dengan cepat dan tepat. Media komunikasi internal yang

tersedia diantaranya:

1.

Facebook: Laman Facebook PT. BPR Indra Candra yang ditujukan sebagai
media komunikasi internal dan eksternal. Dalam fungsinya, Facebook tidak hanya
menyajikan informasi perusahaan dan informasi seputar dunia keuangan, tapi
juga informasi mengenai aktivitas karyawan PT. BPR Indra Candra. Bank
membuka jalur komunikasi langsung kepada siapapun untuk dapat menghubungi
Customer Service melalui fitur Messenger .

Situs resmi: Melalui situs resmi PT. BPR Indra Candra, seluruh informasi
mengenai produk, layanan, dan berita terkini dapat diakses oleh siapapun.
Pengisian data awal untuk pembukaan rekening juga difasilitasi melaluirgitus
Whatsapp: Melalui Whatsapp group, diseminasi informasi kepada seluruh
karyawan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Penggunaan aplikasi Whatsapp
sangat membantu jalinan komunikasi verbal maupun visual.

TV informasi: Penyebaran informasi dilakukan melalui TV informasi yang
terdapat di kantor pusat dan kantor-kantor cabang. Pengumuman-pengumuman
penting kepada nasabah disampaikan melalui TV karena sifatnya yang interaktif
dan mudah untuk diperbaharui.

Meeting: Komunikasi internal melaluimeeting mingguan maupunmeeting
manajemen diharapkan dapat memberikan masukan mdeguloack dari dan ke

atasan masing-masing.
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X1V. PENGHARGAAN

Selama tahun 2017, PT. BPR Indra Candra menerima penghargaan dari pihak
independen yang melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Penghargaan ini
selain menjadbenchmark bagi bank dalam rangka peningkatan kinerja, juga merupakan

pengakuan industri atas upaya dan pencapaian bank dalam menjalankan usahanya.
Penghargaan tersebut adalah Infobank Awards tahun 2017.

mobank | infobank

Horniisatbcees @774;7.‘,”, :/r%“;[-.
PT. BPR INDRA CANDRA
BULELENG

BPR INDRA CANDRA
BULELENG

A |

@ | )
V=i Dengan Predikat

SANGAT BAGUS
SANGAT BAGUS i !
e e lﬂfl'bﬂﬂk Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2012 ¥
: PR okt 2078 4™ infobank
Yogyakarta, 12 Juli 2012 : i
AWARDS /iy
7 2012 :

AWARDS

2013

i S o W N s ANALISIS-STRATEGI PERBANKAN & KEUANGAN

Memberikan Penghargaan Kepada

PT. BPR INDRA CANDRA
BULELENG

Dengan Predikat
SANGAT BAGUS

Atas Kinerja Keuangan Selama Tahua 2013

Jakarta, 17 Jull 2014

Benny Fandhon(
b Ut Wik
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ANALISIS STAATEGI PERGANKAN & KEVANGAN

Memberkan Penghargaan Kepada

PT. BPR INDRA CANDRA
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XV. SELFASSESSMENT

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentirgjaieholders, dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika
yang berlaku, pada tahun 2017 PT. BPR Indra Candra kembali melakukans8CG
assessment yang mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan
Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diatur dalamrie@i
4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 /SEOJK.03/2016.

Dalam kegiatarself assessment tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-
prinsip Good Cor porate Gover nance dilakukan secara berkala dan difokuskan kepada 11
faktor penilaian pelaksana&ood Corporate Governance, yakni:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

Penanganan benturan kepentingan.

2.

3

4

5. Penerapan fungsi kepatuhan.

6. Penerapan fungsi audit internal.

7. Penerapan fungsi audit eksternal.

8. Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit.

10. Rencana Bisnis Bank.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan

Good Corporate Governance dan pelaporan internal.

Kesimpulan umum has#elf assessment GCG di PT. BPR Indra Candra untuk
posisi per 31 Desember 2017 secara umum “Sangat Baik”. Hal ini tercermin dar
pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG, meliputi 9 faktor penilaian
pelaksanaan GCG secara komprehensif dan terstruktur sebagai suatu proses yang
berkesinambungan mencakuovernance Sructure, Governance Process dan

Governance Outcome.
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XV .1 Governance Structure

1. Struktur Dewan Komisaris, direksi, dan satuan kerja pada PT. BPR Indra
Candra telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi
jumlah anggota, komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi terkait
hubungan keuangan dan keluarga, serta integritas dan kompetensi yang sesuai
dengan kompleksitas bank.

2. Bank akan menangani dengan serius setiap benturan kepentingan yang
mengikat seluruh pengurus dan karyawan bank.

3. Pembentukan SPPK (Satuan Pengawasan dan Pengendalian KualitasRPT. BP
Indra Candra telah memenuhi syarat independensi. Bank telah memiliki uraian
deskripsi pekerjaan yang mengatur tugas dan tanggung jawab SPPK sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. SKAI telah mendukung terlaksananya independensi Audit Internal dan
menyusun panduan Audit Internal yang secara periodik dikaji dan dikinikan
agar fungsi audit dapat terlaksana dengan baik. SKAI sebagai pelaksana audit
internal telah berusaha menjaga independensinya melalui pemisahan tugas dan
tanggung jawabnya dengan kegiatan operasional bank.

5. KAP sebagai pelaksana audit eksternal mempunyai kualifikasi yang baik dan
telah terdaftar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Bank belum menunjuk pejabat eksekutif untuk melaksanakan penerapan
manajemen resiko.

7. Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur
besar sebagaimana tertuang dalam dokumen Prosedur Perkreditan Bank.

8. Bank telah memiliki acuan kerja yang jelas dalam menyampaikan infbrma
kondisi keuangan dan non-keuangan. Informasi yang tersedia akurat dan tepat
waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen dan sumber daya
manusia yang kompeten sehingga memungkinkan bank menjalankan prinsip
GCG dengan lebih konsisten. Penyusunan Laporan Keuangan, Publikasi serta
Laporan Pelaksanaan GCG secara periodik telah dilakukan dengan baik untuk
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memastikan bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah berpedoman
pada prinsip-prinsip GCG.

9. Rencana strategis bank telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dimana
penyusunan rencana strategis tersebut sudah sejalan dengan visi dan misi bank
dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta didukung

sepenuhnya oleh pemegang saham.

XV.2 Governance Process

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik,
termasuk proses pengangkatan anggota, ketidakterlibatan dalam operasional
kecuali yang diperbolehkan sesuai peraturan, kecukupan rapat, pengambilan
keputusan yang independen, kecukupan laporan dan keterbukaan informasi,
kecukupan kebijakan dan prosedur, tindak lanjut atas masukan Dewan
Komisaris dan temuan audit.

2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan
Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan deskripsi
pekerjaan masing-masing direktur yang dilaksanakan secara independen dan
efisien, termasuk dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, menindaklanjuti
hasil temuat audit dan penetapan kebijakan dan keputusan strategis melalui
rapat manajemen.

3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota
direksi, dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan
atau mengurangi keuntungan bank. Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan
kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

4. Diretur yang membawahi kepatuhan telah berupaya membentuk budaya
kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan terhadap ketentuan-ketentuan
terkini yang berkaitan dengan operasional bank.

5. Selama tahun 2017, SKAI telah melaksanakan kegiatan audit berdasarkan
pedoman audit yang dibuat. Pelaksanaan fungsi audit dilaksanakan secara
memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan
program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil

audit.
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6. KAP yang ditunjuk bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan
aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dan standar
profesionalisme akuntan. PT. BPR Indra Candra juga telah melaporkan hasil
audit KAP danmanagement letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal belum
dilaksanakan sepenuhnya oleh bank. Bank berupaya melakukan
penyempurnaan dalam penerapan manajemen resiko secara bertahap sesuai
dengan peraturan yang berlaku yaitu POJK nomor 13/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR (Modal2n&p.50 Milyar).

8. Seluruh proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana
dalam jumlah besar telah dilakukan secara independen. Khusus kepada pihak
terkait, proses ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

9. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non-keuangan
serta mempublikasikan informasi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu PBI nomor 8/20/PBI/2016 tentang Transparansi
Kondisi Keuangan BPR dan SE Bank Indonesia tentang Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Publikasi BPR di berbagai media komunikasi dengan tepat
waktu sesuai dengan acuan kerja yang ada. Laporan Pelaksanaan GCG telah
disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dan didukung oleh
kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Bank telah
mentransparansikan informasi mengenai produk bank secara tertulis sesuai
dengan POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan dan SE OJK nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan
dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

10. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan
internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, prinsip kehati-
hatian, penerapan manajemen resiko serta azas perbankan yang sehat.
Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana
bisnis bank. Pemegang saham menunjukkan keseriusan serta mengambil
langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian

rencana strategis bank termasuk pemenuhan modal bank.
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XV .3 Governance OQutcome

1.

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
pemegang saham melalui RUPS dan kebijakan startegis bank telah
dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Direktur yang membawahi
kepatuhan telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola pada Otoritas
Jasa Keuangan.

Notulen Rapat Manajemen dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan
didokumentasikan dengan baik dan jelas.

Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan
atau mengurangi keuntungan bank.

Bank melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dan menurunkan tingkat
pelanggaran serta selalu berupaya membangun budaya kepatuhan dalam setiap
pengambilan keputusan. Selama tahun 2017 tidak terdapat kebijakan atau
keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit
internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Selama tahun 2017
tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam laporan yang disampaikan oleh
SKAI.

Hasil audit pihak ekternal yang dihasilkan sesuai dengan ruang lingkup
pekerjaan dimana pemeriksaan dilakukan secara independen dan profesional
telah disampaikan kepada manajemen dan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK secara
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menyampaikan laporan tahunan secara lengkap dan tepat waktu
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, bank juga telah
mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan di media massa,
melaporkan pelaksanaan GCG sesuai hasil penilaian bank secara lengkap dan
tepat waktu, serta melaporkan penanganan pengaduan dan penyelesaian
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pengaduan sesuai tenggat yang diberikan. Bank telah menerapkan transparansi
informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
9. Rencana Bisnis Bank termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

XV.4 Nilai Komposit dan Predikat

Hasil self assessment GCG tahun 2017 sebelum penerapan manajemen resiko
menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT. BPR Indra Candra mencapai nilai komposit

1,12 dengan kategori “Sangat Baik”.

XV .5 Kelemahan dan Komitmen

Walaupun secara keseluruhan hasif assessment GCG tahun 2017 tergolong "Sangat

Baik”, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan adanya perbaikan dan
penyempurnaan atas segala kelemahan dan kekurangan yang ditemukan. Sejalan dengan
pengembangan usahanya, bank akan tetap berkomitmen dalam penerapan tata kelola
perusahaan serta melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaa

setiap aspek GCG.
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XVI.PENUTUP

Demi penyempurnaan pelaksanaan GCG Bank, kami mengharapkan bimbingan dan
pembinaan yang lebih intensif dan saran yang bersifat konstruktif darit@todasa
Keuangan (OJK) serta Kantor Akuntan Publik (KAP).

Singaraja, 30 April 2018

Direksi
; —qm
Bl

KETUT WIRATJANA KADEK SRI WINTARI LUH BUDIASIH
Direktur Utame Direktur Operasion: Direktur Kepatuha

Mengetahui/Menyetujui
Dewar Komisaris

FRANSISCA AMELIA F.X. SOEGENG ERLYN HARTOKO
MUL YADI NOTODIHARDJO HOO
Komisaris Utame Komisaris Independe Komisaris Independe
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Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR
NamaBPR’

Alamat BPR'

Posisi Laporan’

Modal Inti BPR'

Total Aset BPR'

Bobot Faktor BPR

*)wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Pengisian I ndikator
Teris
Belum terisi

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko
Nilai Komposit

Predikat Komposit

Lihat Kertas Kerja

Cetak Laporan

Cetak Hasil Penilaian

PT. BPR INDRA CANDRA

SEMPURNA

Setelah Penerapan Manajemen Risiko
Nilai Komposit

Predikat Komposit

Lihat Kertas Kerja

Cetak Laporan

Cetak Hasil Penilaian




LAMPIRAN 1

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREK S

No

Kriteria/ Indikator

Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

(Wajib diis oleh BPR)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi
paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan.

Akta Pernyataan Keputusan RUPS, Notulen RUPS dan Surat
Keputusan Persetujuan dari OJK

dan fadlitas lainnya vanq ditetapkan RUPS.

1. 1
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling|
sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kotatkabupaten yang sama, atau kotalkabupaten yang berbeda pada provins Seluruh anggota Direks bertempat tinggal di Singargja atau
2. |yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provins lokasi 1 tinggal di kotalkabupaten yang sama dengan lokas kantor pusat]
Kantor Pusat BPR. bank
3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau 1 Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank,
organisasi kemasyarakatan). Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan dergjat kedua dengan sesama Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau
4. |anggota Direksi dar/atau anggota Dewan Komisaris. 1 semenda dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau
persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; penyediajasa profesional sebagai konsultan
5 |telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangkal 1
waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki
kualifikasi untuk provek vana bersifat khusus dimaksud
6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melaui RUPS  termasuk| 1 RUPS dan Persetujuan dari OJK
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat| Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secaraj
7 mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. 1 independen dan profesonal dan tidak memberikan kuasa umum
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa
batas
8 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor 1 Direksi telah menindaklanjut semua temuan audit dan
ekstern, dan hasi| pengawasan Otoritas Jasa K euangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. rekomendas dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK
9 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 1 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat,
terkini dan tepat waktu kepada Dekom
Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak Setiap pengambilan keputusan rapat manajemen telah dilakukan
10 |dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting 1 berdasarkan musyawarah mufakat
opinion jika terdapat perbedaan pendapat
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,
11 [mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil darvatau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi 1 keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau

mengurandi keuntundan BPR




12

Anggota Direksi membudayakan pembelgjaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung|
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawal BPR dalam|
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

Anggota Direks memiliki  komitmen dalam melaksanakan
peningkatan Sumber Daya Manusa meldui pelatihan dan
pendidikan

13

Anggota Direkss mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

Anggota Direksi telah mengimplementaskan kompetensinyal
dalam mel aksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama tahun
2017 Direksi telah mengikuti pelatihan, pendidikan maupun
seminar

14

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etikal
kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Direksi telah memiliki dan mel aksanakan Job Description Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15

Direksi mempertanggungj awabkan pel aksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnyal
kepada Pemegang Saham melalui RUPS

16

Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawal mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

Direksi telah mengkomunikasikan rencana strategis bank kepadaj
seluruh karyawan

17

Hasil rapat Direks dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secaral
jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

Selama tahun 2017 Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 8
(delapan) kali. Hasil rapat manajemen telah dituangkan dalam
notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

18

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan
BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan|
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Direksi dan karyawan terus meningkatkan pengetahuan,
keahliannya dalam mengelola bank dengan indikator peningkatan
kinerja bank, mampu melakukan penyelesaian permasalahn yang
dihadapi bank dan pencapain hasil sesuai dengan ekspektasi
stakeholder

19

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosias BPR di Indonesia, dan 1

(satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada)
OJK, Asosias BPR dan ke website resmi BPR




LAMPIRAN 2

PELAKSANAAN TUGASDAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No Kriteria/ Indikator Skala Penerapan K eterangan
I1. |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Wajib diis oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M : Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. 1 Akta Pernyataan Keputusan RUPS, Notulen RUPS dan Surat
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M : Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Keputuan Persetujuan dari OJK
2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. 1 Memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga)
orang.
Seluruh anggota Dewan Komisaristelah lulus Uji Kemampuan dan K epatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan
3. BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan 1 Kepatutan dan telah diangkat meldui RUPS sesuai dengan POJK
anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa j abatan. Nomor 27/POJK.03/2016 dan POJK nomor 20/POJK.03/2014
4 Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provins yang sama atau di kota’kabupaten pada 1 Eallng Sed',k't 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat' tinggal
" |provins lain yang berbatasan langsung dengan provins lokasi Kantor Pusat BPR. glussatngzrnalia atau kotafkabupaten yang sama dengan lokas kantor
Paling sedikit 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris adalah
BPR memiliki Komisaris Independen: Komisaris | ndependen
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit|
50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari
5 Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan 1
" |Komisaris I ndependen.
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik
(nilai 2)
6. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 1 Dewan Komisaris telah memiliki Job Description termasuk|
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagal anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
7 lainnya, atau sebagal Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. 1 anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS
lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS dan/atau
Bank Umum
Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan dergjat kedual Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau
8. |dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direks. 1 semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau Anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
g, |la@nyang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 1 keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)




10

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan
nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendas atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR
termasuk prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat
kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendas atau nasihat
tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip)
kehati-hatian

11

Dalam rangka mel akukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis BPR.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris telah
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strateqis BPR.

12

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan
dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-
hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka mel aksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional BPR, kecuali dalam ha penyediaan dana|
kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan
mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka
melaksanakan funasi pengawasan

13

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan
Otoritas Jasa K euangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Dewan Komisaris telah ~memastikan bahwa  Direksi
menindaklanjuti  temuan audit intern, audit ekstern, hasl
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan
otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk
menyampai kan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

14

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk mel aksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan
menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota
Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat
sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri seluruh anggota Dewan
Komisaris.

15

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jikaterdapat perbedaan pendapat.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat
strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat,
atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jikaterdapat perbedaan pendapat.

16

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR,
selain remuneras dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan
atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau
menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fadlitas lainnva vana ditetankan RUPS

17

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap |aporan pel aksanaan tugas dan tanggung jawab anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi
yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak|
laniut Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk
dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen rapat|
dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting
opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, sertal
dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.




LAMPIRAN 3

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGASATAU FUNGSI KOMITE

No |Kriteria/ Indikator Skala Penerapan K eterangan
n K elengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti > Rp 80 miliar) (Wgjib diis oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1. [BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. 0
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2. |Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 0
3. _|Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. 0
a Dewan Komisaris memeastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai 0
dengan pedoman dan tata tertib kerja
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
5, |Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris 0

untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.




LAMPIRAN 4
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No Kriteria/ Indikator Skala Penerapan K eterangan
. (Wajib diis oleh BPR)
1V. |Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola ()
BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
dan karyawan BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah benturan kepentingan, tapi bank akan menangani benturan
1. |Repat. 3 kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan|
bank  termasuk  administrasi, dokumentas  dan
pengungkapan benturan kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan
2. |tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan 1 sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan
kepentingan tersebut BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan
3. |telah terdokumentasi dengan baik. 1 sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan

BPR




LAMPIRAN 5

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No Kriteria/ Indikator Skala Penerapan K eterangan
V. |Penerapan Fungs Kepatuhan (Wajib diis oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): AnggotaDireksi yang Akta Pernyataan Keputusan RUPS, notulen RUPS dan Surat]
membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: K eputusan Persetujuan OJK
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
1. |b- tidak membawahkan bidang operasiona penghimpunan dan penyaluran dana; dan 1
¢. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang
memhawahkan fiinag kenatiihan tidak menanaani nenvaliiran dana
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Anggota Direksi yang Membawahkan Kepatuhan memahami
2. perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. 1 peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) yang
kerja atau fungsi operasional. menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja|
atau fungsi operasiond.
8. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): L
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan 1 SPPK telah memiliki SOP/Juklak/Memo yang menangani fungsi
pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. kepatuhan.
BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat| Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
5 Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 1 wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan
(SPPK) yang menangani fungsi kepatuhan yang diatur dalam|
Job Description PT. BPR Indra Candra
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Direktur yang Membawahkan Kepatuhan telah menetapkan
BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk| langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah
6 penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa K euangan dan otoritas lainnya. 1 memenuhi  selurun peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian
laporan kepada Otoritas Jasa K euangan dan otoritas lainnya.
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mel akukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan Direktur yang Membawahkan Kepatuhan telah melakukan
7 |BPR antaralain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. 1 upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR

antaralain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.




Anggota Direks yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh
komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabild
terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

Direktur yang Membawahkan Kepatuhan telah memantau dan
menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen yang
dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk|
melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan
dan/atau keputusan Direkss BPR yang menyimpang dari
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undanaan

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan,
ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasq
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan
bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta|
kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undanagan

10

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR|
agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa K euangan dan peraturan perundang-undangan.

SPPK yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki
oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa K euangan|
dan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Bank belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan hal ini dapat dilihat dari beberapa kelemahan dan
pelanggaran yang dilakukan bank setelah dilakukan audit dari
pihak Ekstern baik KAP maupun OJK

12

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkald|
kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris yang sudah mendapat persetujuan dari Direktur yang
M embawahkan Kepatuhan

13

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan
apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi
yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan
Otoritas Jasa K euangan.




LAMPIRAN 6

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No Kriteria/ Indikator Skala Penerapan K eterangan
V1. |Penerapan Fungs Audit Intern (Wagjib diis oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). mel aksanakan audit intern
1 BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 1
* [BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungs audit intern telah memiliki dan SKAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem,
2 mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan 1 dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur
Utama dan Dewan Komisaris.
3. |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan 1 SKAI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerjal
kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
a SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab) 1 SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
langsung kepada Direktur Utama.
5. BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang mel aksanakan fungsi audit intern. 1 Bank telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber
daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan
seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Bank pada seluruh
6. |masyarakat. 1 aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat
mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Bank telah melakukan kaji ulang terhadap dokumen perusahaan
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan dengan menunjuk Badan Standar Nasional SNI 1SO 9001 : 2008
terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
7 |*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik| 1
(nilai 2)
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara|
audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. memadai dan independen yang mencakup persiapan audit,
8 1 penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil
audit, dan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2017 kegiatan
audit telah dilaksanakan
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan Bank telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber
9 |penerapan fungsi audit intern. 1 daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan

penerapan funagsi audit intern.




C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan
laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi
vang membawahkan funasi kepatuhan.

SKAI telah menyampaikan |aporan pelaksanaan audit intern kepadal
Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

11

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada)
penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

Selama tahun 2017, dalam laporan pelaksanaan dan pokok-pokok
hasil audit intern dan laporan khusus tidak ada penyimpangan

12

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa K euangan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik
(nilai 2)

Bank belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak
ekstern kepada OJK

13

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap)
pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa K euangan sesual ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

Bank telah menyampaikan laporan pengangkatan SKAI yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepadal
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.




LAMPIRAN 7

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No Kriteria/ Indikator Skala Penerapan K eterangan
V11. |Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset > Rp 10 miliar) (Wajib diis oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek |egalitas perjanjian Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa K euangan dengan KAP Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian
1. |dimaksud. 1 kerja, ruang lingkup audit, standar profesiona akuntan publik, dan
komunikasi antara Otoritas Jasa K euangan dengan KAP dimaksud.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2. |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, PT. BPR Indra|
Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Candratelah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS
1 berdasarkan usulan Dewan Komisaris. PT. BPR Indra Candra telah
menunjuk  KAP Wayan Sunasdyana untuk melaksanakan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember
2017
3. [BPRtelah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa K euangan. 1 Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter
kepada Otoritas Jasa K euangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4 [Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasal ahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan
BPR oleh KAP yang ditunjuk. 1 permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepadal
Bank oleh KAP vana ditunjuk.
5 |Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa| 1 Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasal

Keuangan.

Keuangan.




LAMPIRAN 8

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

No

Kriteria/ Indikator

Skala Penerapan

Keterangan

VI

Penerapan M anajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

(Wajib diis oleh BPR)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja M anajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

Bank belum menunjuk pejabat yang bertanggung jawab)
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

Bank belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko,
prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas
baru sesuai ketentuan.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Direksi:
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secaratertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Mangjemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

¢. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris.

BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko|
yang bersifat material.

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

© |®IN] @

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan
informasi yang lenokap, akurat, kini, dan utuh.

o |Oo|o| ©

Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan
kompetensi SDM antaralain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jikaada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa K euangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

12

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.




LAMPIRAN 9

BATASMAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No Kriteria/ Indikator Skala Penerapan K eterangan
I1X. [Batas Maksimum Pemberian Kredit (Wajib diis oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian| Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait
1 kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai 1 dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. debitur grup, dan/atau debitur besar sebagai bagian dari
prosedur perkreditan bank
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan Bank secara berkaa telah mengevaluasi dan mengkinikan
2. |peraturan perundang-undangan. 1 kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan
peraturan perundang-undanaan.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Proses pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait
Otoritas Jasa K euangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan
3. 1 Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan
prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui Laporan pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait
BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan| dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui
4. |Otoritas Jasa K euangan. 1 BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasal
Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuanaan
5 |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan. 1 Selama tahun 2017 Bank tidek melanggar dan/atau melampavi

BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.




LAMPIRAN 10
RENCANA BISNISBPR

No Kriteria/ Indikator Skala Penerapan K eterangan
X. |Rencana BisnisBPR (Wajib diis oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola ()
1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 1 RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
sesuai dengan visi dan misi Bank.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan
2. penyelesai an permasal ahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan. 1 rencana tahunan termasuk rencana penyelesaian permasal ahan Bank
yang signifikan dengan cakupan sesual ketentuan Otoritas Jasal
Keuandan
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur, RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangkal
3. |yang memadai antaralain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. 1 memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain
sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor,
kebiiakan. dan prosedur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: Rencana Bisnis Bank sud_ah disusun dengan mempemmbangkan_
4 a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; 1 ll‘(aelktor eksternal  dan ] internal  yang  dapat mempengz.;\ruh
" |b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan angwngan ussha BPR; azes p.erbankgn_ yang sehat dan prinsip
C. penerapan manajemen risiko. kehati-hatian; dan penerapan manajemen risiko.
5, |Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. 1 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis bank.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa K euangan sesuai ketentuan Otoritas 1 RBB termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada

Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan.




LAMPIRAN 11

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No Kriteria/ Indikator Skala Penerapan K eterangan
XI. |Transparansi Kondis Keuangan dan Non K euangan (Wajib diis oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
1. |sesuai ketentuan termasuk sumber dayamanusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, 1 Bank telah memiliki sistem informasi mangjemen yang memadai
" |dan utuh. sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat |aporan keuangan, Bank telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap
informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan. triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
2 1 keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi
pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan dan
disampaikan secara online kepada OJK serta disampaikan mela ui
media massa
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari Bank telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling
akuntan publik atas |aporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari
aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan. akuntan publik atas |aporan keuangan tahunan BPR (apabila ada),
3. 1 seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan. Laporan
tahunan tel ah disampaikan kepada OJK setiap tahunnya.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai
a berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan. 1 produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan
berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuanaan
BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,
5. |Jasa Keuangan. 1 jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas
Jasa K euangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan Laporan tahunan dan laporan keuangan publikas telah
mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan
6. dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan. 1 mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secard
lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa K euangan dan/atau
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan|
7 penyelesai an pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. 1 laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian

pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.




L aporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR PT BPR INDRA CANDRA

AamagPR L.PRAMUKANO. 10SINGARAJA
Possi Laporan ~ DESEMBER,2007
Modal I BPR ~ Rprsgss2i472
Tod AwtBPR  Rpre70s4480067

Bobot Faktor BPR C




LAMPIRAN 12
Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0.22 0.17 - 0.22 0.12 0.12 0.03 - 0.08 0.08 0.08 112
Predikat Komposit Sangat Baik
Kesmpulan
A. GOVERNANCE STRUCTURE
Struktur Dewan Komisaris, Direksi, dan Satuan Kerja pada PT. BPR Indra Candra telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk
1. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi
terkait hubungan keuangan dan keluarga, sertaintegritas dan kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas PT. BPR Indra Candra.
2. Bank akan menangani benturan kepentingan yang mengikat seluruh pengurus dan karyawan bank.
Pembentukan SPPK (Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas) PT. BPR Indra Candra telah memenuhi syarat independensi. Bank telah|
3 memiliki Job Description yang memuat dan mengatur tugas dan tanggung jawab SPPK sesuai dengan ketentuan OJK
SKAI telah mendukung terlaksananya independens Audit Intern dan menyusun Panduan Audit Intern yang secara periodik dikaji dan dikinikan
4 untuk terlaksananya fungs internal audit yang baik. SKAI sebagai audit intern berusaha menjaga independensinya melalui ketidakterlibatan
dengan aktivitas operasional Bank.
5 KAP sebagai audit eksternal yang mempunyai kualifikasi yang baik dan terdaftar sesuai dengan peraturan OJK
6 Bank belum menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan penerapan manajemen risiko.
7 Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar sebagai bagian dari Prosedur Perkreditan Bank.
Bank telah memiliki acuan kerja yang jelas dalam menyampaikan informasi kondisi keuangan dan non keuangan. Informasi yang tersedia akurat
8 dan tepat waktu dengan didukung oleh SIM dan sumber daya yang kompeten sehingga memungkinkan Bank menjalankan prinsip GCG dengan|
lebih konsisten. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Publikasi serta Laporan Pelaksanaan GCG secara periodik telah dilakukan dengan|
baik untuk memastikan Bank dalam mel aksanakan kegiatan usahanya telah berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.
9 Rencana strategis bank telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dimana penyusunan rencana strategis tersebut sudah sejalan dengan visi dan|
misi bank dan telah mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris serta didukung sepenuhnya oleh pemilik (pemegang saham).
B. GOVERNANCE PROCESS
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif termasuk proses pengangkatan anggota, ketidak terlibatan dalam|
operasional kecuali yang diperbolehkan sesuai peraturan, kecukupan rapat, pengambilan keputusan yang independen, kecukupan laporan dan|
1 keterbukaan informasi, kecukupan kebijakan dan prosedur, tindak lanjut atas masukan Dewan Komisaris dan temuan audit.
Direks telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan Job)
2 Description masing-masing Direktur yang dilaksanakan secara independen dan efisien, termasuk dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG,
menindaklanjuti hasil temuan audit dan penetapan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Manajemen.
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat|
3 merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
2 Direktur yang Membawahkan Kepatuhan telah melakukan upaya menumbuhkan terlaksananya budaya kepatuhan dengan melakukan sosiaisasi
dan pelatihan ketentuan-ketentuan terkini.
Selama tahun 2017 Audit intern telah melaksanakan auditnya berdasarkan pedoman audit yang dibuat. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan
audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan
5 hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
KAP yang ditunjuk bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dan|
6 standar professional akuntan. PT. BPR Indra Candra juga telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK.
Penerapan Manajemen risiko dan sistem pengendalian intern secara menyel uruh belum dil aksanakan sepenuhnya oleh bank.
7 Bank berupaya melakukan penyempurnaan dalam penerapan manajemen risiko secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu POJK
Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR (Moda inti >= 50 Milyar - 80 Milyar).
Seluruh proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prosedur BMPK dan prinsip|
8 kehati-hatian serta keputusannya telah dilakukan secara independen, khusus untuk pihak terkait telah mendapat persetujuan dari Dewan|

Komisaris.




Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan serta mempublikasi informasi kondisi keuangan dan non keuangan|
sesual dengan ketentuan yang berlaku yaitu PBI Nomor 8/20/PBI1/2016 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan SE Bank Indonesia
tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikas BPR di berbagai media komunikasi dengan tepat waktu sesuai dengan acuan kerja
yang ada.

9 Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dan didukung oleh kecukupan struktur dan|
infrastruktur tata kelola Bank.
Bank telah mentransparansikan informasi mengenai produk Bank secara tertulis sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang|
Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor 14/SEQJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau|
Informasi Pribadi Konsumen.
Rencana BisnisBank telah disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank,
10 prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko serta azas perbankan yang sehat. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis bank. Pemilik (pemegang saham) menunjukkan keseriusan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam
rangka mendukung pencapaian rencana strategis bank termasuk pemenuhan modal bank.
C. GOVERNANCE OUTCOME
Direks telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS, kebijakan strategis bank telah
1 dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Direktur yang Membawahkan K epatuhan telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola pada|
Otoritas Jasa K euangan.
5 Notulen Rapat Manajemen dan Dewan Komisaris tel ah dil aksanakan dengan baik dan sudah didokumentasikan dengan baik dan jelas.
Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
3
Bank melakukan upaya untuk memitigas dan menurunkan tingkat pelanggaran dan selalu berupaya membangun budaya kepatuhan dalam
pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional.
4
Selama tahun 2017 tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa K euangan dan/atau Peraturan
Perundang-undangan lainnya.
SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dan selam 4
5 tahun 2017 tidak ada penyimpangan dalam laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
Hasil audit pihak ektern yang dihasilkan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dimana pemeriksaan di lakukan secara independen dan
6 profesional, atas hasil audit tersebut telah disampaikan kepada manajemen dan juga pihak regulator Otoritas Jasa K euangan.
Bank telah menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK
7 secara berkala kepada Otoritas Jasa K euangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.
Bank telah menyampaikan laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Mempublikasikan|
laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi kepada media massa.
8 Melaporkan pelaksanaan GCG sesuai hasil penilaian bank secaralengkap dan tepat waktu.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan|
telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
Rencana bisnis bank termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasq)
9 Keuangan.




OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

NamaBPR PT. BPR INDRA CANDRA

Alamat BPR JL. PRAMUKA NO. 10 SINGARAJA
Posisi Laporan DESEMBER, 2017

Modal Inti BPR Rp75,984,214,712

Total Aset BPR Rp727,034,480,467

Bobot BPR C




No

Skala Penerapan

Kriteria/lndikator

B

CB

KB

2

3

4

K eterangan

1 |Pelaksanaan Tugasdan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang|
membawahkan fungsi kepatuhan.

Akta Pernyataan K eputusan RUPS, Notulen RUPS dan Surat
Keputusan Persetujuan dari OJK

2)

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten|
yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi
yang sama, atau kota/kabupaten di provins lain yang
berbatasan langsung dengan kota/lkabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Singargja atau
tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor
pusat bank

3

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik
atau organisasi kemasyarakatan).

Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada
Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembagalain

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan|
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan|
sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga
atau semenda dengan sesama anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris

5)

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali
memenuhi  persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat]
khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan|
adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas|
meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang|
dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan|
perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak|
independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang|
bersifat khusus dimaksud.

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau
penyediajasa profesional sebagai konsultan

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan|
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh|
RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

RUPS dan Persetujuan dari OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx 2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg
(S): 50%

0.50




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
1 |Pelaksanaan Tugasdan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7) |Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secarg Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat| v secara independen dan profesona dan tidak memberikan
mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan

wewenang tanpa batas

8) |Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Direksi telah menindaklanjut semuatemuan audit dan
Pejabat  Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, v rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK
auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasq
Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

9) |Direks menyediakan data dan informasi yang lengkap, v Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dekom

10) |Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis| Setiap pengambilan keputusan rapat manajemen telah
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat,| Vv
atau sesual ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan|
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

11) |Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau
mengurangi  keuntungan BPR, serta tidak mengambil v mengurangi keuntungan BPR
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain|
remunerasi dan fasilitas lainnyayang ditetapkan RUPS.

12) |Anggota Direkss membudayakan pembelgjaran secarg Anggota Direksi memiliki komitmen dalam melaksanakan
berkelanjutan daam rangka peningkatan pengetahuan| peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang pendidikan
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan| v
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan|
pegawai BPR daam pendidikan/pelatihan dalam rangkal
pengembangan kualitas individu.

13) |Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya
yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung v dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama
jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai tahun 2017 Direksi telah mengikuti pelatihan, pendidikan
prinsip kehati-hatian. maupun seminar

14) |Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib) Direksi telah memiliki dan melaksanakan Job Description
kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan| Vv Direksi
etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 8 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.40

(S): 40%




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
1 |Pelaksanaan Tugasdan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15) |Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnyal v Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kepada pemegang ssham melalui RUPS. tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS

16) |Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai v Direksi telah mengkomunikasikan rencana strategis bank
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. kepada seluruh karyawan

17) |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan Selama tahun 2017 Direksi telah mel aksanakan rapat
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan| v sebanyak 8 (delapan) kali. Hasil rapat manajemen telah
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan
Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. dengan baik.

18) |Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan Direksi dan karyawan terus meningkatkan pengetahuan,
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawa dalam keahliannya dalam mengelola bank dengan indikator
pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan| v peningkatan kinerja bank, mampu melakukan penyelesaian
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang| permasa ahn yang dihadapi bank dan pencapain hasil sesuai
dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi dengan ekspektasi stakehol der
stakehol ders.

19) |Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola padal Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1| v pada OJK, Asosiasi BPR dan ke website resmi BPR
(satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan|
sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.10
(S): 10%

PenjumlahanS+ P+ H 1.00
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 0.20




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
2 |Pelaksanaan Tugasdan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah| Akta Pernyataan Keputusan RUPS, Notulen RUPS dan Surat
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. Keputuan Persetujuan dari OJK
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: \Y
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.

2) [Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah| v Memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga)
anggota Direksi sesuai ketentuan. orang.

3) [Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
RUPS. Daam ha BPR memperpanjang masa jabatan| v sesual dengan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 dan POJK
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan| nomor 20/POJK.03/2014
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

4) |Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat| Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat
tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada| v tingga di Singaragja atau kota/kabupaten yang sama dengan
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat Bank
lokasi Kantor Pusat BPR.

5) [BPR memiliki Komisaris Independen: Paling sedikit 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris adalah
a Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Komisaris Independen
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota
Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit| V
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris
merupakan Komisaris Independen.

6) |Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja v Dewan Komisaris telah memiliki Job Description termasuk
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

7) |Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggotal Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS v anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau
lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS
BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. dan/atau Bank Umum

8) |Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga
hubungan keluarga atau semenda sampa dengan dergjt| v atau semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
Direksi.

9) |Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki Anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham| keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
dan/atau  hubungan keluarga dengan anggota Dewan| v hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisarislain,
Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham)| Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan
pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
kemampuannya untuk bertindak independen. bertindak independen.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 9 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 050

(S): 50%




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
2 |Pelaksanaan Tugasdan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10) |Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap Dewan Komisaris telah mel aksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan| pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan
nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi| Vv nasihat kepada Direksi, antaralain pemberian rekomendasi
atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan| atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR
BPR termasuk prinsip kehati-hatian. termasuk prinsip kehati-hatian.

11) |Daam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisarig Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris telah
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan| Vv mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis BPR. kebijakan strategis BPR.

12) |Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan Dewan Komisaristidak terlibat dalam pengambilan keputusan|
keputusan kegiatan operasiond BPR, kecuali dalam hal kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana|
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur, kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan
dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian| Vv mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan| lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam
perundangan dalam  rangka melaksanakan  fungsi rangka mel aksanakan fungsi pengawasan.
pengawasan.

13) |Dewan  Komisaris  memastikan  bahwa  Direks Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil v pengawasan Otoritas Jasa K euangan, dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan memintaj pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta
Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut| Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut
temuan. temuan.

14) |Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah melaksanakan
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal rapat sebanyak 2 (dua) kai dan dihadiri seluruh anggota
dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling| v Dewan Komisaris.
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh|
anggota Dewan Komisaris.

15) |Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang| Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai v atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat| mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan
perbedaan pendapat. pendapat.

16) |Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang| kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak| v merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR,
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan| selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
RUPS.

17) |Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap| Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggotal v laporan pel aksanaan tugas dan tanggung jawab anggota
Direkss yang membawahkan fungsi kepatuhan yang| Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang
memerlukan tindak lanjut Direksi. memerlukan tindak lanjut Direksi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 8 0 0 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.40
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18) |Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen
dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk| rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk
dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan| Vv dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan
pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan| pendapat, serta dibagikan kepada sel uruh anggota Dewan
Komisaris. Komisaris.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.10
(S): 10% )
PenjumlahanS+P+H 1.00
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 0.15




No

Skala Penerapan

Kriteria/lndikator

B

CB

KB

2

3

4

K eterangan

w

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1)

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau
Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx 2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg
(S): 50%

0.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi
audit intern.

3

Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap|
penerapan fungsi manajemen risiko.

4)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk
menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai
dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg
(S): 40%

0.00

C.H

asil Penerapan Tata Kelola (H)

5)

Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit]
intern dan fungs manajemen risko kepada Dewan|
Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx 2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg
(9): 10%

0.00

PenjumlahanS+ P+ H

0.00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3

0.00




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
4 |Penanganan Benturan Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
mengenai  benturan kepentingan yang mengikat setiap| benturan kepentingan, tapi bank akan menangani benturan
pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, \Y kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan
dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan bank termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan
dimaksud dalam Risalah Rapat. benturan kepentingan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 0 3 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 3.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 150
(S): 50% '

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam ha terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan| Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak| sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi| Vv
keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang|
memiliki benturan kepentingan tersebut.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.40
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3) |Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan
mengurangi  keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap| Vv sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 0.10
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 200
(S): 10% )
Penjumlahan S+ P+ H 2.00
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 0.20




Skala Penerapan
No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Akta Pernyataan K eputusan RUPS, notulen RUPS dan Surat
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Keputusan Persetujuan OJK
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan

dan penyaluran dana; dan v
¢. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani

penvaluran dana.

2) |Anggota Direksi yang membawahkan fungs kepatuhan| Anggota Direksi yang Membawahkan Kepatuhan memahami
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan| Vv peraturan Otoritas Jasa K euangan dan peraturan perundang-
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

3) |[BPR dengan modal inti paling sedikit Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) yang
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan
satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan| kerja atau fungsi operasional .
learia atan finnc anaracianal
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00{ v
(lima puluh milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk|
Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan|
independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

4) |(Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang| SPPK telah memiliki SOP/Juklak/Memo yang menangani
menangani fungs  kepatuhan  menyusun  dan/atau| Vv fungsi kepatuhan.
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur|

5) |BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat| v wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan
Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. (SPPK) yang menangani fungsi kepatuhan yang diatur dalam

Job Description PT. BPR Indra Candra
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 050
(S): 50% )




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) |Anggota Direks yang membawahkan fungs kepatuhan| Direktur yang Membawahkan Kepatuhan telah menetapkan
menetapkan  langkah-langkah yang diperlukan  untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otorit; v telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa K euangan
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | ﬂ dan peraturan perundang-undangan lain termasuk
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas J penyampaian |aporan kepada Otoritas Jasa K euangan dan
Keuangan dan otoritas lainnya. otoritas lainnya.

7) |Anggota Direks yang membawahkan Fungsi Kepatuhan| Direktur yang Membawahkan Kepatuhan telah melakukan
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budayal v upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan| antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
ketentuan terkini.

8) |[Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan| Direktur yang Membawahkan Kepatuhan telah memantau dan
memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh| menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen yang
komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasal dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa K euangan termasuk
Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabilal v melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan
terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direkss BPR yang dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari
menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan| ketentuan Otoritas Jasa K euangan dan peraturan perundang-
peraturan perundang-undangan. undangan.

9) |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang| SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh| bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan| v serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan
usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan| ketentuan Otoritas Jasa K euangan dan peraturan perundang-
Otoritas Jasa K euangan dan peraturan perundang-undangan. undangan.

10) |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang SPPK  yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
menangani  fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
merekomendasikan ~ pengkinian  dan  penyempurnaan| v kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasq Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkaian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 0 0 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.40
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Bank belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
ketentuan. v terhadap ketentuan hal ini dapat dilihat dari beberapa

kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan bank setelah
dilakukan audit dari pihak Ekstern baik KAP maupun OJK

12) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung| laporan pel aksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala
jawab secara berkaa kepada Direktur Utama dengan| kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggotal V Komisaris yang sudah mendapat persetujuan dari Direktur
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah| yang Membawahkan K epatuhan
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan|
Komisaris

13) [Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan| Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa| Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi v Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,
yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 3 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 1.67
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 017
(S): 10% )
PenjumlahanS+P+H 1.07
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 0.11




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1) [BPR dengan modal inti paling sedikit Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): melaksanakan audit intern
BPR memiliki Satuan Keria Audit Intern (SKAD. |
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00, V
(lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab)
terhadan nel aksanaan fiinasi andit intern

2) |SKAI atau Peabat Eksekutif yang bertanggung jawab) SKAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor
mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk| v intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah
melaksanakan tugas bagi auditor intern sesua peraturan| disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama]
dan Dewan Komisaris.

3) |SKAI atau Peabat Eksekutif yang bertanggung jawab) SKAI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen kerjaterkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait v
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab| Vv
langsung kepada Direktur Utama.

5) [BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan| Bank telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang mel aksanakan fungsi audit intern. sumber daya manusia yang mel aksanakan fungsi audit intern.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 050
(S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) [BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan| Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR| ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Bank
pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung| Vv pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung
diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan| diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan
masyarakat. masyarakat.

7) |BPR dengan modal inti paling sedikit Bank telah melakukan kaji ulang terhadap dokumen
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): perusahaan dengan menunjuk Badan Standar Nasional SNI
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1SO 9001 : 2008
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas Vv
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern,
dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin|
dilakukan,

8) |Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan| Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan
secara memadai dan independen yang mencakup persiapan| secaramemadai dan independen yang mencakup persiapan
audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit,| Vv audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit,
pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Selama

tahun 2017 kegiatan audit telah dilaksanakan.

9) [BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber| Bank telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait| Vv sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait
dengan penerapan fungsi audit intern. dengan peneragpan fungsi audit intern.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.40

(S): 40%




No

Skala Penerapan

Kriteria/lndikator

B

CB

KB

2

3

4

K eterangan

o

Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan  fungsi  audit intern  telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada|
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan|
kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
K epatuhan.

SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

11)

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-
pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila adal
penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

Selama tahun 2017, dalam laporan pelaksanaan dan pokok-
pokok hasil audit intern dan laporan khusus tidak ada
penyimpangan

12)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan hasil kgi ulang oleh pihak
ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesua ketentuan|
Otoritas Jasa K euangan.

Bank belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada OJK

13)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR  menyampaikan laporan  pengangkatan  atau

pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa K euangan|

sequal ketenfuan Otaritas JasaKeyanaan,
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00]
(lima puluh milyar rupiah):

BPR  menyampaikan laporan  pengangkatan  atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas|
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

Bank telah menyampaikan laporan pengangkatan SKAI yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx 2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 1.50
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 015
(9): 10%

PenjumlahanS+ P+ H 1.05
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 0.11




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek |egalit: Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profsioﬂ \Y perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional
akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas J akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa
K euangan dengan KAP dimaksud. Keuangan dengan KAP dimaksud.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 050
(S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, PT. BPR
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Indra Candratelah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang
Otoritas Jasa K euangan serta memperoleh persetujuan RUPS| terdaftar di Otoritas Jasa K euangan serta memperoleh
berdasarkan usulan Dewan Komisaris. \Y persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. PT.

BPR Indra Candratelah menunjuk KAP Wayan Sunasdyana
untuk mel aksanakan Pemeriksaan Laporan K euangan
Tahunan Periode 31 Desember 2017

3) |[BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management| v Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan Management
Letter kepada Otoritas Jasa K euangan. Letter kepada Otoritas Jasa K euangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0
Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.40
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan| Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu| V permasal ahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. kepada Bank oleh KAP yang ditunjuk.

5) |[Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas| Vv Jasa K euangan.

Jasa K euangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.10
(S): 10%

PenjumlahanS+ P+ H 1.00
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 0.03




No

Skala Penerapan

Kriteria/lndikator

B

CB

KB

2

3

4

K eterangan

[e¢)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):

BPR telah membentuk Komite Mangjemen Risiko dan|
satuan kerja Mang emen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Mang emen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00]
(lima puluh milyar rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang|
bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen|
Risiko.

Bank belum menunjuk pejabat yang bertanggung jawab
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

2)

BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur|
Mangjemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

Bank belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Mangjemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

3

BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulig
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan|
aktivitas baru sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 0.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.00

(S): 50%




No

Skala Penerapan

Kriteria/lndikator

B

CB

KB

2

3

4

K eterangan

[e¢)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Direksi :

a menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen|
Risiko secaratertulis, dan

b. mengevaluass dan memutuskan transaks  yang|
memerlukan persetujuan Direksi.

5)

Dewan Komisaris :

a menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen
Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Mangjemen Risiko, dan

¢. mengevauasi dan memutuskan permohonan Direksi yang
berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris.

6)

BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh|
faktor Risiko yang bersifat material.

7

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.

8

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang
diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

9)

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem
informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan|
informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10)

Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen|
risko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan|
kompetenss SDM antara lain melaui pelatihan dan/atau
sosialisasi mengenai mangjemen risiko.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx 2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg
(S): 40%

0.00

C.H

asi| Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain|
(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan|
sesual ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

12)

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang|
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan|
Otoritas Jasa K euangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg
(S): 10%

0.00

PenjumlahanS+P+H

0.00

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8

0.00




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1) |BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis| Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait
yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak
kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur| |, terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar sebagai bagian
besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya| dari prosedur perkreditan bank.
sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan
perkreditan BPR,

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 050
(S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan| Bank secara berkaatelah mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan| v kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan. dengan peraturan perundang-undangan.

3) |Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkaif| Proses pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan| dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan| Vv Otoritas Jasa K euangan tentang BMPK dan memperhatikan
prinsip  kehati-hatian maupun peraturan  perundang- prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.40
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkaif| Laporan pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau
melampaui BMPK telah disampaikan secara berkaa kepada] v melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada
Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai Otoritas Jasa K euangan secara benar dan tepat waktu sesuai
ketentuan Otoritas Jasa K euangan. ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

5) |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai v Selama tahun 2017 Bank tidak melanggar dan/atau
ketentuan Otoritas Jasa K euangan. melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.10
(S): 10%

PenjumlahanS+ P+ H 1.00
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 0.08




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
10 |Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1) |Rencanabisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui v RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan
oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Komisaris sesuai dengan visi dan misi Bank.

2) |Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis| RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencang v dan rencana tahunan termasuk rencana penyelesaian
penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan| permasa ahan Bank yang signifikan dengan cakupan sesuai
cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa K euangan. ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

3) |Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam
ssham daam rangka memperkuat permodalan dan rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang
infrastruktur  yang memadai antara lain sumber daya Vv memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. .
dan prosedur.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 3 0 0 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 050
(S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)  |Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank sudah disusun dengan
paling sedikit: mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat
a faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi v mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; azas perbankan
kelangsungan usaha BPR; yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan penerapan
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan manajemen risiko.

C. penerapan managemen risiko.

5) |Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap| v Dewan Komisaris telah mel aksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR. pelaksanaan rencana bisnis bank.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.40
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) |Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis| RBB termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai| Vv kepada Otoritas Jasa Keuangan.
ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.10
(9): 10% )
PenjumlahanS+ P+ H 1.00

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10

0.08




Skala Penerapan

No Kriteria/lndikator SB B |[CB|KB|TB Keterangan
1 2 3 4 5
11 |Transparans kondisi keuangan dan non keuangan, serta

A. Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1) |Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang
yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia
memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusig Vv yang kompeten untuk menghasilkan Iaporan yang lengkap,
yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
akurat, kini, dan utuh.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 050
(S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap| Bank telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan| v keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasq| komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan. Keuangan dan disampaikan secara online kepada OJK serta

disampaikan melalui media massa.

3) |BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit| Bank telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling
memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari sedikit memuat informasi umum, Iaporan keuangan, opini
akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabil gl dari akuntan publik atas |aporan keuangan tahunan BPR
ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh| v (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta
aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasq| seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan. Keuangan. Laporan tahunan telah disampaikan kepada OJK

setigp tahunnya.

4) |BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai
layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan| v produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan| dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai
Otoritas Jasa K euangan. ketentuan Otoritas Jasa K euangan.

5) [BPR menyusun dan menygjikan laporan dengan tata cara, Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan| Vv cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa K euangan. Otoritas Jasa K euangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.40
(S): 40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) |Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi
dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan| v dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Ja:l secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otorit: Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa K euangan. Jasa Keuangan.

7) |Laporan penanganan pengaduan dan  penyelesaian| Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan,
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut] v dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesual ketentuan
ketentuan secara tepat waktu. secara tepat waktu.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0

Tota nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelolg 0.10
(S): 10%

PenjumlahanS+ P+ H 1.00

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11

0.08




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0.20 0.15 - 0.20 0.11 0.11 0.03 - 0.08 0.08 0.08 1.01
Predikat Komposit Sangat Baik
Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan
kelebihan masing-masing faktor




